PERLINDUNGAN HUKUM
TERTANGGUNG DAN TANGGUNG
JAWAB PENANGGUNG DALAM
PERJANJIAN ASURANSI JIWA

OLEH:
ZAHRY VANDAWATI, S.H., M.H.
2015



PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG DAN TANGGUNG JAWAB
PENANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA

Penulis :

Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H, M.H

Diterbitkan dan dicetakan Oleh :

L ) PT REVKA PETRA MEDIA

i j JI. Pucang Anom Timur no.5 Surabaya
a po® Telp. 031-5051711 ; Fax. 031-5016848

e-mail: revkapetra.media@yahoo.com

14.12.102
ISBN : 978-602-1162-61-3

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta :

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau
memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun,
secara elektronis maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan
teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit, Undang-undang
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72,

AVAT (1), (2) DAN (6)




KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, pada akhirnyadaii
berjdul PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG
DAN TANGGUNG JAWAB PENANGGUNGDALAM
ASURANSI JIWA selesai juga penulis susun.Buku ini
berisikan pandangan penulis tentang perlindungakurhu
tertanggung yang selama ini selalu dalam posisg yamah
dalam setiap melakukan kontrak asuransi, dikarengkesisi
penanggung selalu menentukan dalam membuat kontrak
asuransi.Tanggung jawab penanggung, yang dialirtdah
tertanggung dengan membayar premi sebagai kewayidag
telah dilaksanakan ternyata tidak membuat Penamggun
melaksanakan kewajibannya.Banyak kasus yang tesgdm
kontrak asuransi yang membuat tertanggung tiddlayar atas
klaim vyang diajukan kepada penanggung.Penulis juga
memberikan alternative penyelesaian untuk meny&ksa
apabila terjadi sengketa asuransi.

Akhir kata penulis berharap agar buku ini bermanfa
bagi pembacanya, pemerhati perkembangan hukura, teak

lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada serhak p
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yang telah dengan tulus membantu penulis dalam

menyelesaikan disertasi ini.

Penulis
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BAB |

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG

1.1.Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Menurut BW

Pengaturan tentang perjanjian asuransi terdapamdal
BW, KUHD, UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian dan perundang-undangan lainnya. njpamja
asuransi tidak diatur secara khusus dalam BW, namun
pengaturannya terdapat dalam KUHD.Namun demikian
berdasarkan Pasal 1 KUHD, ketentuan umum perjadgdsim
BW dapat berlaku bagi perjanjian asuransi. Terkiaigan
kepentingan pemegang polis terdapat beberapa uatent
dalam BW dan KUHD, yaitu :

a. Pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat
sahnya perjanjian, vyaitu : sepakat mereka
mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat
perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang
diperbolehkan. Ketentuan ini merupakan suatu hal
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yang mutlak harus terpenuhi didalam membuat
suatu perjanjian dan berlakunya terhadap segala
bentuk hubungan hukum yang berbentuk perjanjian.
Dalam mengadakan perjanjian, kedua belah pihak
harus cakap (bekwaam) melakukan perbuatan
hukum. Artinya jika kedua belah pihak adalah
naturlijk person atau manusia pribadi, maka dia
harus sudah dewasa, tidak dibawah pengampuan
dan tidak dalam keadaan sakit ingatan. Untuk
ukuran dewasa diatur menurut Pasal 330Pasal
1330 BWjo Pasal 4730 50 Undang Undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain cakap,
syarat sahnya perjanjian ini terkait juga dengan
kewenangan. Artinya dalam membuat perjanjian
juga harus memperhatikan kewenangan atas obyek
transaksi dan apabila pihak-pihak itu mewakili
pihak lain untuk mengadakan perjanjian, maka
perlu menyebutkan untuk kepentingan siapa dia
melakukan perjanjian tersebut. Hal ini karena
biasanya perjanjian asuransi terjadi antara
tertanggung dengan penanggung, yang mewakili

perusahaan asuransi. Penanggung disini biasanya
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adalah agen asuransi. Sebagai syarat ketiga bahwa
suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu,
artinya obyek yang diperjanjikan dalam asuransi
harus jelas. Hal ini berkaitan dengan cara
pemenuhan prestasi atau kewajiban yang harus
dilaksanakan, dimana menurut Pasal 1234 BW
dapat memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak
berbuat sesuatu. Syarat yang terakhir adalah causa
yang diperbolehkan adalah merupakan tujuan
bersama yang ingin dicapai oleh para pihak dalam
perjanjian. Dalam Pasal 1337 BW dikatakan bahwa
isi perjanjian itu harus tidak dilarang oleh unglan
undang, tidak bertentangan dengan ketertiban
umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.
Tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak dalam
perjanjian asuransi adalah tercapainya perjanjian
yang dilakukan oleh para pihak dan tidak boleh
bertentangan dengan Pasal 1337 BW.
b. Pasal 1266 BW mengatur bahwa syarat batal damgg
selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik
apabila salah satu pihak tidak memenuhi

kewajibannya. Bagi pemegang polis hal ini harus
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diperhatikan sebab kemungkinan yang bersangkutan
terlambat dalam melakukan pembayaran premi.
Namun hal ini tidak menyebabkan perjanjian batal
dengan sendirinya, akan tetapi harus dimintakan
pembatalan kepada hakim. Dalam praktik biasanya
dicantumkan dalam polis klausula yang menentukan
bahwa perjanjian asuransi tidak akan berjalan é&pabi

premi tidak dibayar pada waktunya. Hal ini untuk

menghindari agar setiap terjadi kelambatan
pembayaran premi tidak perlu minta pembatalan
kepada pengadilan karena dianggap kurang praktis.

c. Pasal 1267 BW juga dapat diterapkan dalam perjanjia
asuransi. Apabila penanggung yang memiliki
kewajiban memberikan ganti kerugian atau sejumlah
uang terhadap tertanggung ternyata melakukan
wanprestasi atau ingkar janji, maka pemegang polis
dapat menuntut penggantian biaya,ganti rugi dan
bunga.

d. Dalam perjanjian asuransi, prestasi penanggung
digantungkan pada peristiwa yang belum pasti terjad
Untuk mencegah penanggung menambah syarat-syarat

lainnya dalam memberikan ganti rugi atau sejumlah
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uang, pemegang polis harus memperhatikan ketentuan
Pasal 1253 BW sampai dengan Pasal 1262 BW.

e. Pasal 1318 BW dapat digunakan oleh ahli warrs da
pemegang polis untuk menuntut penanggung
memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang kepada
penanggung. Pasal ini menetapkan bahwa jika seorang
minta diperjanjikan sesuatu hal,maka dianggap itu
adalah untuk ahli waris dan orang-orang Yyang
mempunyai hak dari padanya, kecuali dengan tegas
ditetapkan tidak demikian maksudnya.

f. Pasal 1338 BW mengandung beberapa asas dalam
perjanjian, pertama adalah asas kekuatan mengikat.
Asas ini jika dihubungkan dengan perjanjian asurans
berarti bahwa pihak penanggung dan tertanggung atau
pemegang polis terikat untuk melaksanakan ketentuan
perjanjian yang telah disepakatinya.Tertanggung
mempunyai landasan hukum untuk menuntut
penanggung melaksanakan prestasinya. Kedua, asas
kepercayaan mengandung arti bahwa perjanjian
melahirkan kepercayaan di antara kedua belah pihak
bahwa satu sama lain akan memenuhi janjinya untuk

melaksanakan prestasi sesuai dengan Yyang
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diperjanjikan. Ketiga, asas itikad baik yang berart

semua perjanjian termasuk perjanjian asuransi yang
diartikan pula secara menyeluruh bahwa dalam
pelaksanaan perjanjian para pihak harus mengindah
kepatutan.

g. Pasal 1365 BW tentang perbuatan melanggar hukum
dapat digunakan oleh tertanggung untuk menuntut
penanggung bila dapat membuktikan bahwa
penanggung telah melakukan perbuatan yang

merugikannya.

1.2. Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Menurut
KUHD
Beberapa pasal dalam KUHD yang dapat digunakan
untuk melindungi tertanggung, antara lain :

a. Pasal 254 KUHD melarang para pihak dalam
perjanjian, baik pada waktu diadakannya perjanjian
maupun selama berlangsungnya perjanjian asuransi
menyatakan melepaskan hal-hal yang oleh

ketentuan undang-undang diharuskan. Hal ini untuk
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mencegah supaya perjanjian asuransi tidak menjadi
perjudian atau pertaruhan.

b. Pasal 257 dan Pasal 258 KUHD . Apabila kita
melihat ketentuan Pasal 255 KUHD disebutkan
“bahwa suatu pertanggungan harus dibuat secara
tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis”. Di
sini dikatakan seolah-olah polis merupakan syarat
mutlak untuk terbentuknya perjanjian asuransi.
Apabila kita memperhatikan Pasal 257 KUHD
sepertinya terjadi kontradiksi dengan Pasal 255
KUHD, sebenarnya tidak demikian. Dalam Pasal
257 KUHD disebutkan bahwa perjanjian asuransi
diterbitkan seketika setelah ditutup, hak dan
kewajiban timbal balik dari tertanggung dan
penanggung mulai berlaku sejak saat itu. Artinya
apabila kedua belah pihak telah menutup perjanjian
asuransi akan tetapi polisnya belum dibuat, maka
tertanggung tetap berhak menuntut ganti rugi
apabila peristiwva yang diperjanjikan terjadi.
Tertanggung harus membuktikan bahwa perjanjian
asuransi telah ditutup dengan alat-alat pembuktian

Man Suparma@p. Cit, h. 17.
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yang lain misalnya surat menyurat antara

penanggung  dengan  tertanggung, catatan
penanggung, nota penutupan, dan lain-lain. Pasal
255 KUHD merupakan pasal yang berkaitan dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban atas pelaksanaan
perjanjian asuransi, sedangkan Pasal 257 KUHD

merupakan pasal yang berkaitan dengan

pembentukan perjanjian asuransi.

c. Pasal 260 dan 261 KUHD mengatur tentang
asuransi yang ditutup dengan perantaraan makelar
atau agen. Dari Pasal 260 KUHD diketahui bahwa
jika perjanjian asuransi ditutup dengan perantaraan
makelar, maka polis yang telah ditandatangani
harus diserahkan dalam waktu delapan hari sejak
ditandatangan. Pasal 261 KUHD menetapkan
bahwa jika terjadi kelalaian dalam hal yang
ditetapkan dalam Pasal 259 KUHD dan 260 KUHD,
maka penanggung wajib memberikan ganti rugi.
Berkaitan dengan hal ini, berdasarkan, apabila
terdapat kesalahan broker atau agen asuransi dalam
memberikan pelayanan kepada tertanggung, maka

agen asuransi dapat dituntut baik secara perdata
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maupun pidana. Hal ini pernah terjadi bahwa agen
asuransi lupa menuliskan bahkan pekerjaan
tertanggung memiliki tingkat risiko yang tinggi
misalnya pilot, kontraktor, orang yang bekerja di
pertambangan, orang yang bekerja di pengeboran
minyak dan lain sebagainya. Agen asuransi
menuliskan tidak sesuai dengan pernyataan dan
informasi yang diberikan tertanggung kepada agen
asuransi yang nhantinya informasi tersebut akan
diberikan kepada penanggung. Hal ini biasanya
dilakukan oleh agen asuransi agar supaya premi
asuransinya tidak terlalu mahal dikarenakan tingkat
risiko pekerjaan dari tertanggung atau pembayar
premi yang terlalu tinggi. Apabila memang
demikian, hal tersebut dilakukan oleh agen asuransi
dengan awalnya dalih supaya preminya tidak terlalu
mahal, maka agen asuransi dapat dikenakan sanksi.
Terkadang apabila hal ini terjadi agen asuransi
pura-pura lupa atau tidak mengetahui bahwa
pekerjaan dari tertanggung atau pembayar premi
berisiko tinggi, dengan dalih tertanggung atau

pembayar premi yang tidak memberikan keterangan
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yang sebenar-benarnya kepada agen sehingga
dikemudian hari apabila tertanggung meninggal,

maka ahli waris tidak mendapatkan apa yang

sebenarnya menjadi haknya, yaitu uang asuransi
yang harusnya dibayar oleh penanggung.

Didalam KUHD walaupun sudah terdapat pasal-

pasal tersebut di atas yang dapat melindungi
tertanggung atau pemegang polis dari penanggung
yang tidak bertanggung jawab terhadap suatu
peristiwva tidak pasti yang terjadi kepada

tertanggung.Bahkan dengan adanya Pasal 251
KUHD inilah yang sering digunakan penanggung

untuk berlindung dan tidak membayar yang

harusnya menjadi kewajibannya.

1.3. Perlindungan Hukum bagi Tertanggung menurut

Undang Undang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, yang di dalamnya lebih alany
mengatur tentang perilaku pelaku usaha. Hal iniatugmi
karena kerugian yang diderita oleh konsumen seaingkibat

dari pelaku usaha, sehingga perilaku pelaku usahaeriu
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diatur dan bagi para pelanggar dikenakan sanksig yan
setimpal.Esensi dari undang-undang ini adalah ntenga
perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen

terlindungi secara hukum.

Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen Pasal
1 angka 1 disebutkan bahwa pengertian Perlindungan
Konsumen diartikan dengan cukup luas, yaitu “segglaya
yang menjamin adanya kepastian hukum untuk menderik
perlindungan kepada konsumen”. Apabila kita lihatlgp UU
perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 dikatakanvdah
definisi konsumen, vyaitu “setiap orang pemakai hgra
dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, Ibagk
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maumakhluk
hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Terdapa
pengertian konsumen yang ingin mendapatkan perigaiu
diantaraanya adalah sebagai berikut :

1. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pemakai,
pengguna dan atau pemanfaat barang dan atau jasa

untuk tujuan tertentu;

2 Johanes Gunawarfanggung Jawab Pelaku Usaha menurut
Undang-Undang No. 8. Tahun 1999 tentang Perlindung
KonsumerBandung, 2000, h.5
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2. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan atau
pemanfaat barang dan atau jasa untuk diproduksi
(produsen) menjadi barang atau jasa lain untuk
memperdagangkannya (distributor, dengan tujuan
komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku
usaha;

3. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan atau
pemanfaat barang dan atau jasa konsumen untuk
memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau tuma

tangganya, dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Sedangkan pengertian pelaku usaha yang diberikan
oleh Undang-undang dalam pasal angka 3 yaitu fsetiang
perorangan atau badan usaha, baik yang berbentdé&nba
hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wil&wygiom
dengan Republik Indonesia, baik sendiri maupun doeas
sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatsaihai
dalam berbagai bidang ekonomi”. Dengan memperhatika
pengertian konsumen dan pelaku usaha dalam undatagg
tersebut di atas, maka pemegang polis atau temaggdalam

*Adrian  Sutedi, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum
Perlindungan Konsumei@Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, h. 10.
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perjanjian asuransi dapat dikatakan sebagai konsweleagai
pemakai jasa dari perusahaan asuransi atau pemangizun
perusahaan asuransi atau penanggung dapat diketekagai
pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha datiang
jasa, yaitu industri asuransi.

Di Indonesia, dengan banyaknya produk atau jasa
yang diberikan oleh pelaku usaha, dalam Undang knda
Nomor 8 Tahun 1999 terdapat 2 aspek peningkatiéo iysing
mungkin akan muncul dengan ditawarkannya produkekaer
yaitu aspek hukum materil yang menerapkan beban
pembuktian terbalik, yang didukung oleh factor laedyaitu
pada aspek hukum formil yang membentuk lembaga
penyelesaian sengketa dan cara mengajukan gugakauim
“class actiorf dan “legal standing™

Dalam perjalanan perlindungan konsumen dikenal
dua macam adagium, Yyaitewaveat emptor (waspadalah

konsumen) yang kemudian menjadcaveat venditor

* Pasal 1 huruf 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tala80
tentang Perlindungan Konsumen mendifinisikan bardag jasa. Barang
adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak djedy baik bergerak
maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan mauputk tidgat dihabiskan,
yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipefkpma atau
dimanfaatkan oleh konsumen.Sedangkan jasa didkfinisetiap layanan
yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disadibagi masyarakat
untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
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(waspadalah produsen). Keduzaveat ini erat kaitannya
dengan strategi bisnis pelaku usaha.

Pada masa strategis bisnis pelaku usaha beroiientas
terutama pada kemampuannya untuk menghasilkan lprodu
(production oriented/product-out policyinaka pada masa itu
konsumen harus waspada dalam mengkonsumsi barang da
jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Pada nmsa i
konsumen tidak banyak memiliki peluang untuk mdmili
barang dan jasa yang akan dikonsumsinya sesuaiadeng
selera, daya beli dan kebutuhannya. Konsumen “@itiidleh
produsen.Seiring dengan perkembangan ilmu dan l&dino
serta peningkatan dan pemerataan kesempatan méatpero
pendidikan dalam masyarakat konsumen mengalami
peningkatan daya kritis dalam memilih barang atesa juntuk
memenuhi kebutuhannya.Oleh karena itu pelaku usida&
lagi bertahan pada strategi bisnisnya yang lamgatemisiko
barang dan jasa yang ditawarkan tidak laku di pas&etapi
merubah strategi bisnisnya ke arah pemenuhan Kedoutu
selera dan daya beli pasamarket oriented/market-in

policy)Pada masa ini produsenlah yang harus wasfuadaat

°Adrian SutediOp. Cit,h.15.
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vendor)dalam memenuhi kebutuhan barang dan / atau jasa da
konsumerf.
Mantan Presiden Amerika Serikat, John F.
Kennedy, mengemukakan empat hak dasar konsuméum,’yai
1. the right to safe products;
2. the right to be informed about products;
3. the right to definite choices in selecting products
4. the right to be heard regarding consumer interests.
Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa Nomor 39/248inTa
1985 tentang Perlindungan KonsumefGuidelines for
Consumer Protection)uga merumuskan berbagai kepentingan
konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi:
a. perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya tephada
kesehatan dan keamanannya;
b. promosi dan perlindungan kepentingan ekonomiakos
konsumen;
c. tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen

untuk memberikan kemampuan mereka melakukan

® Ibid, h. 3
’ Gunawan Widjaja & Ahmad Yan®p.Cit, h.27.
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pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan
pribadi;

d. pendidikan konsumen;

e. tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;

f. kebebasan untuk membentuk organisasi konsurzen a
organisasi lainnya yang relevan dan memberikan
kesempatan kepada organisasi tersebut untuk
menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan
keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen tidak

hanya mencantumkan hak-hak dan kewajiban-kewajdzan
konsumen, melainkan juga hak-hak dan kewajibarwakban
dari pelaku usaha. Adapun hak dan kewajiban yangliki
oleh konsumen apabila dihubungkan dengan perjanjian
asuransi maka pemegang polis atau tertanggung uselak
konsumen seperti yang disebutkan dalam ketentusal B§o
Pasal 5 Undang Undang Perlindungan Konsumen adalah

Hak konsumen adalah :

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan

keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan
atau jasa;
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. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta
mendapatkan barang dan atau jasa tersebut
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta
jaminan yang dijanjikan;

. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau
jasa yang digunakan;

. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya
atas barang atas barang dan/atau jasa yang
digunakan;

. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan
dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan
konsumen secara patut;

Hak untuk mendapat pembinanan dan
pendidikan konsumen,;

. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara
benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi
dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau
jasa yang diterima tidak sesuai dengan

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
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i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan lainnya.

Kewajiban tertanggung sebagai konsumen dapat
mengacu pada pada Pasal 5 Undang Undang
Perlindungan Konsumen adalah :

a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan
prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang
dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi
pembelian barang dan/atau jasa;

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang
disepakati;

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa

perlindungan konsumen secara patut;

Namun, kelihatan bahwa hak yang diberikan kepadakoen
(yang diatur dalam Pasal 4) lebih banyak dibandingkengan
hak pelaku usaha (yang dimuat dalam Pasal 6) daajikan
pelaku usaha (dalam Pasal 7) lebih banyak lagiksavajiban

konsumen (yang termuat dalam Pasal 5).
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Hak Penanggung atau Perusahaan Asuransi sebagai
Pelaku usaha dapat mengacu pada Pasal 6, yaitu :

a. Hak menerima pembayaran premi yang sesuai
dengan kesepakatan.

b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
dari tindakan konsumen atau tertanggung yang
beritikad tidak baik;

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri
sepatutnya di dalam penyelesaian hukum
sengketa konsumen;

d. Hak untuk merehabilitasi nama baik apabila
tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian
konsumen tidak diakibatkan oleh jasa yang
diperdagangkan;

e. Hak-hak vyang diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban perusahaan asuransi sebagai pelaku
usaha mengacu pada Pasal 7 Undang Undang Perlandung
Konsumen, yaitu :

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan

usahanya,
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b. Memberikan informasi yang benar,jelas,dan
jujur mengenai manfaat dan jaminan dari
asuransi yang ditawarkan.

C. Memperlakukan dan melayani konsumen
dengan jujur dan tidak diskriminatif.

d. Memberikan kompensasi,ganti rugi, atau
penggantian atas kerugian yang diderita
konsumen.

e. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/ atau
penggantian apabila barang dan / atau jasa
yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai

dengan perjanjian.

Dalam hak dan kewajiban bagi pelaku usaha yang
perlu digaris bawahi adalah terkait hak yang dhknibleh
pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan hukam d
tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.Apabila
diimplementasikan dalam perjanjian asuransi jiveagnggung
selaku pelaku usaha dapat menolak untuk melakukan
kewajibannya untuk membayar uang pertanggunganilapab
diketahui bahwa pemegang polis tidak beritikad hiarkadap
perjanjian asuransi jiwa tersebut.Namun itikad haiak hanya
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dimiliki oleh pemegang polis saja, penanggung selaélaku
usaha juga berkewajiban beritikad baik terhadapapgan
asuransi jiwa. Hal ini bisa ditunjukkan dengan cara
penanggung harus menjelaskan secara lengkap daar ben
kepada tertanggung mengenai kondisi obyek asuransi.

Selain mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha,
Undang Undang Perlindungan Konsumen juga juga ntenga
perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usgrag
dapat menjadi acuan bagi perusahaan asuransia dautar

a. Memperdagangkan jasa asuransi yang tidak
sesuai dengan standar yang dipersyaratakan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu
yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam BW,
KUHD, dan Undang Undang Usaha
Perasuransian.

b. Memperdagangkan jasa asuransi yang tidak
sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam
keterangan, iklan dan promosi.

c. Menawarkan, mempromosikan, mengiklankan
asuransi yang tidak benar.

d. Menawarkan, mempromosikan, mengiklankan

asuransi yang menyesatkan.
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e. Menawarkan jasa asuransi dengan cara
pemaksaan atau cara lain yang dapat
menimbulkan gangguan baik fisik maupun
psikis terhadap konsumen.

f.  Memproduksi iklan yang mengelabui konsumen.

Berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha kita
lihat pada Pasal 19.Dengan mengacu pada ketenasal 19
ini maka perusahaan asuransi bertanggung jawab eréab
ganti rugi atas kerugian yang diderita tertanggusigu
pemegang polis.Namun hal ini tidak berlaku apabila
perusahaan asuransi dapat membuktikan bahwa kerygrey
diderita oleh pemegang polis merupakan kesalaham da
pemegang polis itu sendiri (untuk asuransi kerydgrada
asuransi jiwa, perusahaan asuransi tetap harusksaekkan
tanggung jawabnya kepada tertanggung atau pemequaisy
apabila terjadi peristiwa tidak pasti misalnya kéarg maka
perusahaan asuransi harus memberikan santunanklaiau
yang diajukan oleh ahli waris kepada perusahaamaasu
sesuai dengan yang telah disepakati.

Pada Pasal 23 Undang Undang Perlindungan
Konsumen adalah satu pasal yang tampaknya diselgd@ara

spesifik, yang khusus mengatur hak konsumen untuk
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menggugat pelaku usaha yang menolak, dan/atau tidak
memberi tanggapan, dan/atau tidak memenuhi gagtiatas
tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam R8sal
baik melalui badan penyelesaian sengketa konsunarpum
dengan mengajukannya ke badan peradilan di tempat
kedudukan konsumen.

Perlindungan konsumen diselenggarakan salah
satunya atas dasar asas kepastian hukum.Dengakepsatian
hukum dini dimaksudkan agar baik pelaku usaha nmraupu
konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilaandal
penyelenggaraan perlindungan konsumen khususnya bag
pemegang polis asuransi jiwa, serta negara menjadanya

kepastian hukum.
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BAB Il

TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG

2.1.Tanggung Jawab Penanggung dalam BW
Asuransi merupakan suatu perjanjian antara

penanggung dengan tertanggung, yang pada hakikatnya
diperlukan perlindungan bagi tertanggung terhat¢i&pd baik

dari penanggung.Dalam sejarah hukum asuransi pgnagg
yang harus diberikan perlindungan hukum, karertariggung
lebih mengetahui obyek yang diasuransikan serté&koris
risikonya, hal ini disebut dengan asas perlindungan

penanggungNamun dengan berkembangan dunia

® Asas perlindungan penanggung dikumandangkan oimh
agung Inggris bernama Scrutton L. J dalam tonggskiim(cause célébre)
Rozannes v. Bowen tahun 1982, dianggap tertangdgltiy mengenal
risiko pada obyek yang diasuransikan, untuk ituapadat penutupan
asuransi tertanggung diberikan kewajiban untuk negikhn segala
keterangan mengenai obyek yang diasuransikan d¢sorfimktor risikonya
yang bersifat penting bagi underwriting penanggudgngan ancaman
kebatalan asuransinya, untuk itu penting tidaknymtis keterangan
bergantung kepada pendapat penanggung.(vide HarBan Naskah
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perasuransian yang begitu pesat saat ini, terjadjeseran
penekanan perlindungan penanggung bergeser kepada
perlindungan tertanggung dari kesemena-menaan gguag
dalam menilai pentingnya suatu keterangan yangriddre
oleh tertanggung. Meskipun demikian kedua pihalardal
perjanjian asuransi harus mendapatkan perlindunggamg
sama dihadapan hukum. Untuk itu selain tertanggusugs
diberikan perlindungan, penanggung juga harus hggiang
jawab terhadap klaim asuransi yang diajukan oldh vadris
dalam perjanjian asuransi jiwa.Tanggung jawab pggamng
disini dimaksudkan bahwa penanggung selaku pelaalau
yang menerima pengalihan risiko wajib membayamkldari
ahli waris atas terjadinya suatu peristiwa tidalstipgang
terjadi, misalnya adanya kematian.

Penulis lebih menekankan dengan istilah tanggung
jawab bukan tanggung gugat karena didalam asusemsj
ada setelah pengalihan risiko dari tertanggung depa
penanggung adalah tanggung jawab, bukan tangguggt.gu
Didalam hukum asuransi yang dikenal adalah tanggawgb
perusahaan asuransi atas adanya suatu peristiala pialsti

yang terjadi dengan adanya kematian yang sudabhdipegan

akademik aturan perundang-undangan tentang pemaaguransi, BPHN,
Departemen Kehakiman, 1994, h, 12.)
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dengan adanya pembayaran premi.Penulis tidak meaggn
istilah tanggung gugat karena dirasakan kurangt tepabila
hal tersebut dipergunakan dalam hukum asuransi. chati
tanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia
adalah keadaan wajib menanggung segala sesuainggeh
bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indones
adalah kewajiban menanggung, memikul, menanggugalase
sesuatunya dan menanggung akibatnyBanggung jawab
disini merupakan kesadaran manusia akan tingkaln #&u
perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak ghgmn
Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai pedanju
kesadaran akan kewajiban, sehingga dapat diartiediwa
tanggung jawab adalah kewajiban yang harus digkblagai
akibat dari perbuatan pihak yang berbiat.

Menurut pendapat penulis tanggung jawab
(responsibility) itu sangat melekat pada diri pribadi orang
tersebut. Dalam aspek hukum tidak boleh dialihkaataporang
lain, artinya tanggung jawab tidak boleh dialihkzada orang
lain. Tanggung gugafiiability) artinya menanggung gugatan

orang lain oleh karena orang tersebut merasa #angDalam

®http://ocw.gunadarma.ac.i®ab 9 manusia dan tanggung jawab,
h. 153, diakses pada tanggal 6 Juli 2013.
Ubid.
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hal ini tanggung gugat bisa dialihkan pada oramg, ldalam
artian orang yang terkait dengan situasi pekerjahau
hubungan persedarahan, misalnya seorang anak ygom b
cukup umur mengendarai kendaraan bermotor dan bredna
orang, anak tersebut melanggar hukum dan merugikamg
lain, maka tanggung gugatnya adalah pada orangyduan
Dengan demikian orang tua bertanggung gugat atdsig@n
melanggar hukum yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan uraian di atas maka istilah tanggung
gugat tidak memiliki perbedaan mendasar dengannidefi
tanggung jawab dalam konteks hukum.Selain itu, gang
gugat bukan merupakan terminologi hukum yang dé&pat
temui pengaturannya dalam peraturan perundang-gadast
Indonesiakhususnya dalam hukum asuransi.Tanggung jawab
itu termasuk tanggung gugat, istilah tanggung gugatapat
dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Tanggung gugat terbatas pada
litigasi.yang diatur dalam Konsep tanggung jawalpad
ditemui baik dalam ranah hukum perdata maupun hukum
pidana.

Selanjutnya konsep ganti rugi dapat kita temui dala

ranah pertanggungjawaban secara perdata maupumapida
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Contohnya dalam ranah pidana antara lain dalam WU 8N
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ierka
dengan praperadilan (Pasal 77 huruf bKUHAP), ddanddJU
No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (PasakaB[3]).
Sedangkan untuk ranah perdata, ganti dapat dikenakan
dalam hal terjadinya wanprestasi (Pasal 1243 BW&u a
perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 BW).

Dilihat dari aspek lingkup bidang hukum, maka secara
umum konsep tanggung jawab hukgimbility)akan merujuk
pada tanggung jawab hukum dalam ranah hukum pulairk
tanggung jawab hukum dalam ranah hukum
privat™Tanggungjawab hukum dalam ranah hukum publik
misalkan tanggung jawab administrasi negara daggtary
jawab hukum pidana.Sedangkan tanggungjawab dalaahra
hukum privat, yaitu tanggung jawab hukum dalam muku

perdata dapat berupa tanggungjawab berdasarkarnressag

' van Apeldoorn, Pengantar llmu Hukumcet. 28, Pradnya
Paramita, Jakarta, 2000, h. 174. Bahwa Hukum Pudi&dah peraturan
perundang-undangan yang obyeknya adalah kepentkegantingan
umum dan yang karena itu , soal mempertahankaniigiukan oleh
pemerintah, sedangkan hukum privat adalah perapgamdang-undangan
hukum yang obyeknya ialah kepentingan-kepentindmusis dan yang soal
akan dipertahankannya atau tidak diserahkan keppit@k yang
berkepentingan.
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dan tanggungjawab berdasarkan perbuatan melanggamt
(tort**(Inggris) bnrechtmatige daad(Belanda) (selanjutnya
disingkat PMH).

Lahirnya tanggung jawab hukum perdata berdasarkan
wanprestasi diawali dengan adanya perjanjian yagighirkan
hak dan kewajiban.Perjanjian diawali dengan adajaysi.
Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian
tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitiofak
melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibabank
kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wangmi¢stian
atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaiokum
berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggungjawkibmhu
perdata berdasarkan perbuatan melanggar hukumadidas
pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban, yang

bersumber pada hukum.

YIstilah Perbuatan Melawan Hukum merupakan terjemadei
istlah  onrechtmatigedaad, namun demikian ada juga yang
menterjemahkannya perbuatan melanggar hukum.Namonkiin banyak
ahli hukum yang menggunakan istilah perbuatan neafalmukum (Moegni
Djojodirjo).Istilah “melawan” lebih tetap dari “mmhggar” karena pada kata
melawan melekat kedua sifat aktif maupun pasifat. Moegni Djojodirdjo,
Perbuatan Melawan Hukuiradnya Paramita, Jakarta,1979, h. 13

Y Munir Fuady IPerbuatan Melawan Hukum; Pendekatan
Knotemporer cet.1.,Citra Aditya Bekti, Bandung, 2000., h.ldtilah tort
berasal dari bahasa latin, yattrquereatautortus (Perancis) yang berarti
kesalahan atau kerugian.
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Perbuatan melanggar hukurfonrechtmatige daad)
merupakan istilah hukum dalam bahasa Belanda yang
mempunyai arti sempit yang dipakai dalam Pasal 13&%
hanya berhubungan dengan penafsiran dari pasatbtdrs
Sedangkan pengertian perbuatan melanggar hukunatsaag
tidak hanya terbatas pada hukum perdata, namunhulgam
pidana.

Istilah tanggung jawab dapat dibagi menjadi 2 yaitu

1. Tanggung jawab berdasarkan wanprestasi

Tanggung jawab hukum berdasarkan wanprestasi
didasari adanya hubungan kontraktual. Sumber
hukum perikatan yang menimbulkan hubungan
kontraktual bisa timbul karena perjanjian ataupun
karena undang-undang (Pasal 1233 BW). Aturan
mengenai hukum perjanjian di Indonesia diatur
dalam BW buku Kketiga tentang perikatan,
berdasarkan Pasal 1313 BW yaitu : suatu perbuatan
dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebilukint
menciptakan perikatan”. Dengan adanya pengikatan
antar satu orang atau lebih dengan orang lain, maka

ada hubungan timbal balik antar kedua belah pihak,
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yang keduanya mempunyai kewajiban, maka dapat
dimengerti bahwa arti perjanjian disini adalah suat
hubungan hukum antara dua pihak, yaitu pihak satu
berjanji untuk melakukan atau dianggap berjaniji
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal,
sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan
janji itu.

Doktrin pun banyak yang memberikan definisi
mengenai perjanjian. Misalkan Van Dunne, yang
mengartikan perjanjian adalah "suatu hubungan
hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata
sepakat untuk menimbulkan akibat hukufn."

Berdasarkan pemahaman di atas, maka hukum
perjanjian dapat diartikan sebagai hukum terhadap
janji-janji (The law of promises/ the law of
deals)Para pihak melakukan janji-janji adalah
bebas dan apa yang mereka lakukan tidak ada pihak
lain yang memaksa sebagaimana dijamin dalam
asas kebebasan berkontrak(freedom  of

contract)Janji-janji yang dibuat itu kemudian

“ salim HS, H.Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih,
Perancangan Perjanjian dan Memorandum of UndersitagndCet. 1, Sinar
Grafika, Jakarta, 2007, h. 8
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mengikat mereka dan menimbulkan hak dan
kewajiban diantara mereka. Menurut BW suatu
perjanjian valid dan mempunyai kekuatan mengikat
apabila telah memenuhi empat syarat sahnya
perjanjian (Pasal 1320 BW), yaitu:

a) kesepakatdthe mutual consent of the

parties);

b) kecakapafa capacity to contract);

c) hal tertentya subject certain)dan

d) sebab yang dibolehkda legal cause).
Pada saat perjanjian itu sah maka perikatan itu
mengikat pada pihak yang membuatnya. Pasal 1338
ayat (1) BW : Perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak
yang membuatnya. Pasal 1338 ayat (2) BW : Suatu
perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali
berdasarkan kesepakatan para pihak atau karena
alasan yang dinyatakan oleh undang-undang.

Apabila ada salah satu pihak yang tidak
menghormati janji-janji (kewajiban) berarti ada
pihak yang kepentingannya dilanggar, maka hukum

memberikan perlindungan atas kepentingan para
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pihak yang dilanggar janjinya tersebut.Kepentingan
yang dilindungi dalam hukum perjanjian adalah
kepentingan ekonomi.Tanggung jawab ini lahir dari
adanya pelanggaran terhadap sebuah perjanjian
(breach of promises).

Janji-janji dalam konsep hukum perikatan
adalah prestasi. Bentuk prestasi dalam hukum
perikatan Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal
1234 BW vyaitu :

a. Prestasi untuk memberikan sesuatu (prestasi

ini terdapat dalam pasal 1237 BW).

b. Prestasi untuk berbuat sesuatu (prestasi ini

terdapat dalam Pasal 1239 BW).

c. Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu (prestasi

ini terdapat dalam Pasal 1239 BW).

Dalam hukum perikatan, apabila salah satu
pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan
prestasinya, maka dikatakan wanprestasi.Kata
wanprestasi diambil dari kat@anprestasig¢bahasa
Belanda) diterjemahkan dalam bahasa Inggris
sebaganon-performance of contract atau breach of

contractWanprestasi adalah keadaan dimana
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seseorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau
melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan
dalam suatu perjanjian.

Wanprestasi dapat berupa suatu keadaan bahwa
pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan
prestast®:

a. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan;

b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, namun

tidak tepat seperti apa yang dijanjikan;

c. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi

terlambat;

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian

tidak boleh dilakukan.

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena
kesengajaan, kelalaian atau tanpa kesalahan (tanpa
kesengajaan atau kelalaian).Konsekuensi keadaan
wanprestasi adalah pihak yang dirugikan dapat
menuntut pihak yang melakukan wanprestasi
berupa penggantian kerugian dengan perhitungan-

perhitungan tertentu berupa biaya, rugi dan bunga

¥ P.N.H SimanjuntakPokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia
Jembatan, Jakarta, 1999, h. 39.
"Ibid.

Perlindungan Hukum Tertanggung I 35



dan/atau pengakhiran perjanjian.Yang dimaksud
dengan biaya adalah setiap pengeluaran yang
dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan
sebagai akibat adanya wanprestasi, sedangkan yang
dimaksud kerugian adalah berkurangnya nilai
kekayaan debitur sebagai akibat adanya wanprestasi
dari pihak debitur. Selanjutnya yang dimaksud
dengan bunga adalah kehilangan keuntungan yang
seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperolethol
kreditur karena tindakan wanprestasi dari debitur.

Apabila debitur melakukan wanprestasi,
maka dia dapat dituntut untul :

1) pemenuhan perjanjian;

2) pemenuhan perjanian ditambah ganti rugi;

3) ganti rugi

4) pembatalan perjanjian timbal balik;

5) pembatalan dengan ganti rugi.

Kewajiban membayar ganti rug{schade
vergoeding)tersebut tidak timbul seketika terjadi

kelalaian, melainkan baru efektif setelah debitur

Y Munir FuadyHukum Perjanjian (Dari Sudut Pandang Hukum
Bisnis). Cetakan ke-ll., Citra Aditya Bekti, Bandung, 2001
h.138..(Selanjutnya disebut Munir Fuady II)

¥SubektiOp.Cit, h.16.

36|Zahry Vandawati, S.H.,M.H.



dinyatakan lalaiifigebrekestellingJdan tetap tidak
melaksanakan prestasinya.Hal ini diatur dalam
Pasal 1243 BW. Sedangkan bentuk pernyataan lalai
diatur dalam Pasal 1238 BW yang pada pokoknya
menyatakart’

1) Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk
surat perintah atau akta lain yang sejenis,
yaitu suatu salinan daripada tulisan yang
telah dibuat lebih dahulu oleh juru sita dan
diberikan kepada yang bersangkutan.

2) Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri.

3) Jika teguran kelalaian sudah dilakukan
barulah  menyusul  peringatan atau
aanmaningyang biasa disebgsbmmasi

Peringatan (aanmaning) tidak perlu dilakukan
dalam hal wanprestasi debitur dalam kondfsi :
a. Adanyafataal termijn ketentuan batas
waktu dalam perjanjian (Pasal 1238 BW)
b. Jika prestasi berupa tidak berbuat sesuatu

c. Jika debitur mengakui dirinya wanprestasi

¥yahya HarahapSegi-segi Hukum PerjanjiaAJumni, Bandung,
1986, h.62..
“Ibid.
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Debitur memiliki kewajiban untuk
memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan,
dan apabila debitur tidak memenuhinya, maka
ia dapat dimintakan pertanggungjawaban
dalam bentuk membayar ganti rugi kepada
kreditur, namun BW memberikan
pengecualiannya dengan memberikan tiga
alasan yang dapat digunakan oleh debitur yang
dituduh lalai, yaitu:

a) Force Majeure.

Kadang kala suatu perjanjian tidak dapat
dilaksanakan disebabkan diluar kontrol
atau kekuasaan pihak yang berkewajiban.
Kondisi ini disebut force majure atau
keadaan memaksa, atauermacht. Force
majeure adalah keadaan dimana seorang
debitur terhalang untuk melaksanakan
prestasinya karena keadaan atau peristiwa
yang tidak terduga pada saat dibuatnya
perjanjian.Keadaan tersebut tidak dapat

dipertanggungjawabkan kepada debitur,
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sementara si debitur tidak dalam keadaan
beritikad buruk’
Di dalam BW tidak ada definisi tentang
overmacht namun hanya memberikan
batasan.Namun ketentuan mengenai keadaan
force majeure yang dapat membebaskan
debitur dari kewajiban untuk membayar ganti
rugi dengan tegas diatur dalam Pasal 1244
BW dan 1245 BW.
b) Kreditur sendiri telah lalafexceptio non
adimpleti contractrus)

Dalam perjanjian timbal balik (bersegi
dua), masing-masing pihak dalam perjanjian
tersebut bertindak sebagai kreditur dan
debitur. Artinya masing-masing pihak
memiliki hak dan kewajiban yang saling
berkaitan, tidak dipenuhinya salah satu
kewajiban salah satu pihak akan
menyebabkan pemenuhan prestasi pihak
lawan. Dalam perjanjian apabila salah satu
pihak tidak melaksanakan perjanjian

*'Munir Fuady 1,0p.Cit h. 113
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(wanprestasi), maka timbullah hak untuk
membatalkan perjanjian, namun hak itu
hilang apabila pihak yang menuntut
pembatalan  tersebut juga melakukan
wanprestast:

c) Kreditur telah melepaskan haknya

(rechtsverwerking)

Kreditur dapat juga dikatakan telah
melepaskan haknya untuk mengajukan
gugatan ganti kerugian akibat wanprestasinya
seseorang, apabila dengan persetujuannya
atau dengan tindakannya.Dalam hal lepasnya
hak kreditur dengan dilakukannya tindakan,
si kreditur melakukan suatu tindakan yang
menurut hukum tindakan tersebut merupakan
“pelepasan” hak si kreditur. Misalkan dalam
hal adanya cacat tersembunyi, dalam hal si
kreditur membeli barang yang cacat

tersembunyi, maka ia mempunyai hak untuk

#Harlien Budiono,Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang
KenotariatanCitra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 233. Merngut
pendapat Asser-Ruttern bahwexceptio non adimpleti contractrusada
asasnya dapat diajukan mengingat bahwa dalam parjaimbal balik para
pihak telah menjanjikan prestasi yang saling bergansatu denganlain.
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menuntut dengan dasar  wanprestasi
(wanprestasi khusus) kepada penjual, namun
apabila si pembeli membeli kembali barang
yang sama untuk kedua kalinya dimana pada
barang tersebut terdapat cacat tersembunyi
maka si pembeli telah melepaskan haknya
untuk menuntut.

Tanggungjawab hukum berdasarkan
wanprestasi bersumber dari adanya perjanjian
(obligation by  contract) sementara
tanggungjawab hukum berdasarkan
perbuatan melanggar hukum bersumber dari
hukum/perundang-undangafobligation by
law) dalam arti tidak ada hubungan
kontraktual sebelumnya diantara para pihak.
Disamping pembedaan tersebut secara ide
kedua tanggung jawab tersebut sebenarnya
berpusat pada permasalahan bagaimana
melakukan perlindungan terhadap
kepentingan(interests) yang berbeda beda

dalam masyarakat yang dilindungi oleh
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hukum dan setiap orang harus menghormati
kepentingan tersebut.
2. Tanggung jawab berdasarkan perbuatan melanggar
hukum
Tanggungjawab hukum berdasarkan
wanprestasi bersumber dari adanya perjanjian
(obligation by contract)sementara tanggungjawab
hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum
bersumber dari hukum/perundang-undangan
(obligation by law)dalam arti tidak ada hubungan
kontraktual sebelumnya diantara para pihak. Di
samping pembedaan tersebut secara ide kedua
tanggung jawab tersebut sebenarnya berpusat pada
permasalahan bagaimana melakukan perlindungan-
perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan
(interests) yang berbeda-beda dalam masyarakat
yang dilindungi oleh hukum dan orang harus
menghormati  kepentingan-kepentingan tersebut
bahkan memiliki kewajiban untuk menghormati
(the duty of respecterhadap kepentingan tersebut.
Dalam konteks menghormati kepentingan tersebut

maka  pelanggaran terhadap kepentingan-
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kepentingan yang dilindungi dapat dikatakan
sebagai perbuatan melanggar hukéim.

Pemahaman PMH di Indonesia didasarkan pada
Pasal 1365 BW suatu perbuatan dikatakan
merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dan
dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk
membayar ganti rugi apabila memenuhi unsur-unsur
sebagai berikut:

a. Perbuatan

b. Melanggar hukum

c. Kesalahan

d. Kerugian

Dalam hukum perdata dipersoalkan apakah
ada perbedaan pengertian antara kerugian sebagai
akibat suatu perbuatan melanggar hukum disatu
pihak dan kerugian sebagai akibat dari tidak
terlaksananya suatu perjanjian di lain pihak. Pasal

1365 BW menamakan kerugian akibat perbuatan

“Munir Fuady I, op.cit., hal. 14. Menurut ajaranatélitas (teori
schutznorm), bahwa dengan adanya kausalitas amierbuatan dan
kerugian seseorang tidak dapat langsung dinyataktah melakukan
perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, perlu dilkakii juga bahwa
norma atau peraturan yang telah dilanggar terseibutat memang untuk
melindungi kepentingan korban.
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melanggar hukum sebagai akibstade’ (rugi) saja,
sedangkan kerugian akibat wanprestasi oleh Pasal
1246 BW di namakan “Kosten, scaden
eninteressen’{biaya, kerugian dan bunga).

Berkaitan adanya hubungan kausal antara
perbuatan dan kerugian. Ada dua ajaran yang
berkaitan dengan hubungan kausal, y&ftu :

1. TeoriConditio Sine Qua Non (Van Buri)

Inti dari ajaran ini yaitu: tiap-tiap masalah,

yang merupakan syarat untuk timbulnya

suatu akibat, adalah sebab dari akibat.

2. Teori Adaequate Veroorzaking (Von Kries).
Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan
yang harus dianggap sebagai sebab dari
akibat yang timbul adalah perbuatan yang
seimbang dengan akibat.Dasar untuk
menentukan “perbuatan yang seimbang”
adalah perhitungan yang layak, vyaitu
menurut akal sehat patut dapat diduga
bahwa perbuatan tersebut dapat

menimbulkan akibat tertentu.

24 Achmad Ichsartukum PerdataPembimbing Masa,
Jakarta,1999, h. 14.
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Sebagai perbandingan pengaturan PMH dalam N.BW
Belanda yang diatur dalam Pasal 6:162 ayat (1jpdibbuku
6, Pasal 162 ayat (1))A Person who commits a tort against
another which is attributable to him, must repdietdemages
suffered by the other consequence thereSkskorang yang
melakukan PMH kepada orang lain yang dapat dikaitka
kepadanya, harus mengganti kerugian yang dideriéh o
orang lain itu sebagai konsekuensinya.

Dengan demikian apabila seseorang melakukan suatu
PMH kepada orang lain yang diakibatkan oleh diauda
mengganti kerugian yang diderita oleh orang lairseeut
sebagai konsekuensinya. Berdasarkan pasal terelaia m
suatu perbuatan dikatakan PMH apabila memenuhirunsu

a. melanggar hukum

b. menimbulkan kerugian

c. diakibatkan oleh pelaku tersebut.

Kemudian Pasal 6:612 (2) Nieu BW Belanda,
dirumuskan bahwa PMHunlawful act/onrechtmatige daad)
adalah:

a. pelanggaran sebuah Halolation of a right);

b. suatu tindakan atau penghilangan/kelalaian

pelanggaran suatu tugas/kewajiban yang dikenakan
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oleh hukum (an act or omission violating a
statutary duty);

C. suatu tindakan atau pelangaran atas suatunatura
hukum tidak tertulis mengenai perilaku sosial yang
pantas (an act or omission violating unwritten,
societal norms of propriety).

Sementara konsep PMH ada juga yang mendasarkannya
pada konsep kelalaia(negligence).Menurut Munir Fuadi,
suatu perbuatan dianggap kelalaian, haruslah mdmenu
pokok-pokok sebagai berikut:

1) Adanya perbuatan atau mengabaikan suatu yang

semestinya dilakukan;

2) Adanya suatu kewajiban kehati-hatian tersebut;

3) Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tergeb

4) Ada kerugian bagi orang lain;

5) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan

dengan kerugian yang ditimbulk&n.
2.2. Tanggung Jawab Penanggung Berdasarkan KUHD

Dalam perjanjian asuransi sering dimuat janji-jan;i
khusus yang dirumuskan dengan tegas dalam pohs, lgaim

disebut klausula asuransi.

Munir Fuady 1,0p.Cit h. 13
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Maksud klausula tersebut adalah untuk mengetahtasba

tanggung jawab penanggung dalam pembayaran gaogike

apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugiBalam

Pasal 256 KUHD dikatakan bahwa setiap polis kecuali

mengenai asuransi jiwa harus memuat syarat— sikareus

sebagai berikuf® :

a.
b.

Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi;
Nama tertanggung untuk diri sendiri atau untuk lpiha

ketiga;

c. Uraian jelas mengenai benda yang diasuransikan;

Jumlah yang diasuransikan;

Bahaya — bahaydevenemen)yang ditanggung oleh
penanggung;

Saat bahaydevenemen)nulai berjalan dan berakhir
yang menjadi tanggungan penanggung;

Premi asuransi;

Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh
penanggung dan segala janji-janji khusus yang
diadakan para pihak.

% pasal 256 KUHD
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Khusus untuk polis asuransi jiwa, dalam Pasal 3Q4HR isi
polis harus memuat :

1. Hari ditutupnya pertanggungan;

2. Nama si tertanggung

3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan;

4. Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi si

penanggung;

o

Jumlah uang untuk mana diadakan pertanggungan;

6. Premi pertanggungan tersebut.

Ketentuan nomor 1 diatas adalah kapan perjanjiamaasi
tersebut dibuat. Nama si tertanggung dengan oraag y
jiwanya dipertanggungkan dapat sama dapat berbé&tana
tertanggung dan nama jiwa orang yang dipertanggamdlapat
sama apabila tertanggung sebagai pembayar prergg ju
sebagai orang yang jiwanya diasuransikan. Namaniggung
dan nama jiwa yang diasuransikan dapat juga berbeda
misalnya orang tua selaku tertanggung, dan nama y&ng
diasuransikan adalah putranya. Ketentuan nomor 4tals
dalam polis asuransi jiwa merupakan masa berlakprnyteksi
asuransi terhadap jiwa tertanggung, biasanya adanggung

yang memberikan perlindungan kepada tertanggungo@am
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dengan usia 80 tahun. Namun saat ini beberapa gherais
asuransi memberikan perlindungan jiwa tertangguampsi
dengan usia 99 tahun.

Apabila asuransi diadakan langsung antara tertargggu
dan penanggung, maka polis harus ditandatangani dan
diserahkan oleh penanggung dalam tempo 24 (duahpulu
empat) jam setelah permintaan, kecuali apabila nieare
ketentuan undang — undang ditentukan tenggang waig
lebih lama®’Berdasarkan ketentuan ini, maka pembuat polis
adalah penanggung atas permintaan tertanggung gtgmen
menandatangani polis tersebut, setelah itu segesaatikan
kepada tertanggung.Pembuatan polis oleh penangsesuai
dengan fungsi polis sebagai bukti tertulis bagi ekgmgan
tertanggung.Keberadaan polis tidak mutlak tapiipgrapabila
dikaitkan dengan fungsinya.Tidak adanya polis bukararti
perjanjian asuransi tidak sah, tapi bisa dituntempatalan,
karena polis bukan merupakan syarat dalam pemanjia
asuransi, tetapi keberadaaannya diwajibkan. Fyaddisi dalam
perjanjian asuransi adafgh

1. Sebagai dasar pelaksanaan perjanjian;

“’Pasal 259 KUHD
% zahry Vandawati ChumaidaBuku Ajar Hukum Asuransi
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2010, h. 53.
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2. Sebagai alat bukti tertulis;
3. Sebagai dasar tuntutan apabila terjadi sengketa;
4. Sebagai dasar penghitungan ganti rugi.

Oleh karena itu fungsi polis bagi penanggung selaikiak

yang berkewajiban menyerahkan polis kepada tertamgg

adalah :

1. Sebagai bukti tertulis atas jaminan kepada tertamngg
untuk membayar ganti rugi atau klaim yang dideoiteh
tertanggung.

2. Sebagai bukti otentik untuk menolak tuntutan gaagi
atau klaim yang diajukan tertanggung atau ahli svari
apabila klaim yang diajukan tidak sesuai dengarrasya
yang tercantum dalam polis.

Fungsi polis bagi tertanggung tentunya merupakan

kewajiban bagi penanggung yang harus dipenuhi degha

tertanggung, yaitu :

1. Sebagai bukti tertulis atas jaminan penanggungkuntu
mengganti kerugian atau klaim;

2. Sebagai bukti otentik untuk menuntut penanggung

apabila lalai atau tidak memenuhi jaminannya.

Terkait dengan kewajiban penanggung terhadap polis,

maka penanggung wajib menjamin atas kerugian yateyith
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tertanggung atas peristiwa tidak pasti yang menimpa
tertanggung, membayar klaim kepada tertanggung aitdiu
warisnya, dan wajib membuat dan menandatangars pefta
segera meyerahkannya kepada tertanggung.

Asuransi tidak hanya dapat diadakan untuk kepeaing
sendiri, tetapi juga untuk kepentingan pihak ketigpaik
berdasarkan kuasa umum atau kuasa khusus, bahikaa ta
pengetahuan pihak ketiga yang berkepentirfgapabila
asuransi tersebut diadakan untuk kepentingan piegiga,
maka menurut ketentuan Pasal 265 KUHD, hal itugdskan
dalam polis apakah terjadi berdasarkan pemberiasaatau
tanpa pengetahuan pihak ketiga yang berkepentinggnini
dalam praktik di lapangan ditemukan oleh penulishvia
seseorang dapat mengasuransikan orang lain com@tohny
keponakannya karena orang tersebut masih terdapanban
keluarga, misalnya seorang tante yang mengasuemsik
keponakannya karena masih ada hubungan keluarga,
walaupun bukan orang tua langsung keponakannyebigrs
penerima manfaat selain orang tua dari tertang@pabila

masih hidup, dapat juga tantenya tersebut sebagajganti

2 pasal 264 KUHD
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orang tua apabila orang tua dari ponakannya tersetah
meninggal dunia.

Dalam perjanjian asuransi yang telah memenuhi syara
umum ataupun khusus dalam arti sah menurut hukunnidkzk
terkandung suatu hal yang menyebabkan batalnyargien
tidaklah selalu diakhiri dengan pemenuhan kewajiban
pembayaran ganti rugi atau klaim oleh penanggurgia®
peristiwa tidak pasti yang timbul dalam perjanjiasuransi
adalah merupakan kewajiban penanggung untuk membaya
sejumlah uang yang disebut ganti rGggrzekerde sonKepada
tertanggung, dengan syarat peristiwa tidak pasthgyterjadi
tersebut adalah diakibatkan oleh peristiwa tidadtiganzeker
voorval) yang telah disepakati dan terbukti bahwa tertanggu
benar-benar berkepentingan atas kejadian yanglitégjsebut.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk
menentukan  apakah  penanggung harus  memenuhi
kewajibannya untuk bertanggung jawab membayar gagti
atau tidak antara laif:

1. bahwa peristiwa tidak pasti yang terjadi secaraawaj
tidak dapat diharapkan terjadinya meskipun perastiw

tersebut telah diperjanjikan lebih dulu terjadinya.

30 Zahry Vandawati Chumaidiid., h. 68.
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2. bahwa kerugian yang terjadi benar-benar diakibatkan
oleh peristiwa tidak pasti yang diperjanjikan dalam
perjanjian asuransi yang dimuat dalam polis.
3. Penanggung tidak wajib membayar ganti rugi bila
kerugian disebabkan oleh cacat/kebusukan barang
sendiri (khusus untuk asuransi kerugian yang diatur
dalam Pasal 249 KUHD)
4. Penanggung tidak wajib membayar ganti rugi atau
klaim apabila kerugian timbul dari kesalahan
tertanggung sendiri artinya : seseorang Yyang
mempunyai kesalahan sendiri terhadap timbulnyausuat
kerugian apabila seharusnya dia bertindak tapiktida
bertindak (untuk asuransi kerugian). Pada asujavesi
penanggung tidak akan membayar klaim kepada ahli
waris tertanggung apabila meninggalnya akibat bunuh
diri.
Pada prinsipnya tidak semua kerugian atau perigida# pasti
yang terjadi secara otomatis menjadi tanggung jawab
penanggung tapi harus dilakukan penelitian dulu.

Kewajiban penanggung merupakan tanggung jawab

yang timbul sebagai konsekuensi hukum dibuatnyatusua
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perjanjian. Dalam hukum asuransi kerugian tanggjamgab
penanggung dibatasi oleh 2 hal :
1. dari barang atau obyek bahaya ;
yaitu mengenai cacat pada barang yang dijadikareloby
bahaya, yang diatur dalam Pasal 249 KUHD bahwa ada
3(tiga) hal penanggung bebas dari tanggung jawsib: ya
» Bila kerusakan atau kerugian diakibatkan oleh cacat
barang sendiri(uit eenig gebrek)
= Barang busuk sendire{gen bederf of uit de aard)
= Sifat umumnya pada barang tersefué natuur van
de verrzekerde zaak)
2. Bebas dari sisi pihak tertanggung ;
yaitu adanya kesalahan sendiri dari si tertangguiDglam
asuransi bahaya laut dikenal adamyalest
Untuk asuransi jiwa penanggung dapat membatasi atau
mengurangi tanggung jawabnya dalam membayar klaim
kepada tertanggung atau ahli waris, tetapi bebambpktian
ada pada penanggung. Pada dasarnya apabila payediwa
tidak pasti untuk mana asuransi digantungkan yang
menimbulkan kerugian pada kepentingan tertangguagg y
diasuransikan maka penanggung harus bertangguradp jatas

kerugian tertanggung tersebut.Misalnya tertangguegderita
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sakit atau kecelakaan pada saat masa perjanjiaanasiiwa,
maka tertanggung dapat memperoleh manfaat darii pyamg
telah dibayarkan kepada penanggung, seperti biayaah
sakit, biaya dokter.Apabila tertanggung meninggatid, ahli
waris dapat mengajukan klaim kepada penanggungh Ole
karena itu bagi tertanggung cukup dengan mengajklam
dan tidak harus membuktikan baik tentang terjadpsastiva
tidak pasti maupun tentang terjadinya kerugian atkib
terjadinya peristiwa tidak pasti tersebut. Penangah yang
dibebani pembuktian apabila ia menyangkal klaimtigargi
dari tertanggung tersebut.

Dari penelitian penulis, adapun alasan-alasan yang
dapat digunakan penanggung untuk menolak baik sebag
ataupun seluruhnya klaim ganti rugi tertanggungar@ntain
adalah sebagai berikut :

1. ltikad baik (Utmost Good Faithfari tertanggung pada
saat akan mengadakan perjanjian asuransi (Pasal 251
KUHD)

2. Kepentingan pada tertanggung pada perjanjian asuran
tersebut (Pasal 250 KUHD)

Menurut penulis terkait dengan tanggung jawab

penanggung terhadap tertanggung apabila dikaitkemgath
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aturan yang ada didalam KUHD, sebaiknya perlu lebih
ditekankan lagi atau dicantumkan dengan detaillamapolis
asuransi. Didalam KUHD meskipun telah diatur bepara
tanggung jawab penanggung terkait dengan peristidak
pasti yang terjadi, namun untuk tanggung jawabaiedengan
asuransi jiwa masih sangat sedikit sekali, karesvagypaling
banyak diatur adalah asuransi kerugian.Apabildatildalam
KUHD pasal yang mengatur tentang asuransi jiwa aany
pasal, untuk itu perlu sekali segera dibuat undamtgng

tentang asuransi.
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BAB Il

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA SENGKETA
ASURANSI

Dalam perjanjian asuransi yang diharapkan oleh
masing-masing pihak adalah pemenuhan prestasi satas
yang telah diperjanjikan sebelumnya.Dalam perjargisuransi
tentunya pembayaran klaim asuransi terhadap ahlswang
sangat diharapkan sebagai pemenuhan prestasi Ipaamsa
asuransi selaku penanggung.Namun dalam praktekelysnb
semua klaim asuransi dapat dipenuhi oleh perusamaansi,
hal inilah yang menyebabkan terjadinya sengket#idiang
asuransi. Beberapa masalah yang menjadi faktorhpemggat
tidak dipenuhinya Kklaim asuransi oleh penanggung,
diantaranya :

1. Kecurangan Agen Asuransi

Perusahaan asuransi dalam menjual asuransi,
menggunakan perantara yang biasa disebut dengan

agen asuransi yang akan memprospek masyarakat
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untuk mengikuti program asuransi yang ditawarkan
oleh perusahaan asuransi tempat mereka bekerja.
Pengertian agen asuransi jiwa secara umum adalah
seseorang yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi
untuk mendapatkan bisnis baru dan melayani bisnis
yang telah ia dapatkah. Agen ini merupakan
seorang yang melakukan tindakan untuk orang lain
atau mewakili orang lain dalam hubungan dengan
pihak ketiga, orang yang diwakili disebut pemberi
kuasa (dalam hal ini adalah perusahaan asuransi).
Suatu keagenan bisa didefinisikan sebagai suatu
hubungan dimana agen bersangkut terlibat dengan
pemberi kuasa, dan diberikan kuasa untuk mewakili
hubungan anatar pemberi kuasa dengan pihak
ketiga¥? Perjanjian yang dijalin oleh agen dalam
batas wewenangnya akan mengikat perusahaan
asuransi selaku pemberi kuasa sama seperti jika
perjanjian dijalin oleh perusahaan asuransi itu
sendiri. Sebagai agen asuransi semua tindakan yang

dilakukan oleh agen dalam melakukan kontrak atau

*! Singapore college of insurance Limit&.Cit, h. 43.
32 a:
Ibid.
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perjanjian keagenan mempunyai dampak sama

seperti yang dilakukan oleh perusahaan asuransi.

Ada 3 (tiga) hal penting yang terlibat dalam

keagenan, yaitu :

(@) Pemberi Kuasa : pihak yang menunjuk agen
dan bertanggungjawab atas
tindakan agen baik yang
buruk maupun yang baik.

(b) Agen . Agen mewakili dan
bertanggung jawab pada
perusahaan asuransi selaku
pemberi kuasa. Sementara
itu pemberi kuasa
bertanggung jawab terhadap
agen, apabila agen
melakukan kesalahan atau
kecerobohan sehingga
menyebabkan kerugian
pada perusahaan asuransi,
maka perusahaan asuransi
berhak mendapatkan ganti

rugi dari agen serta
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memberhentikan Perjanjian
dengan agen tersebut.

(c) Pihak Ketiga : Agen berhubungan dengan
pihak ketiga yaitu
tertanggung dalam hal
menjalin Perjanjian antara
perusahaan asuransi
dengan tertanggung selaku
pihak ketiga. Agen disini
tidak  mewakili  pihak
ketiga.

Setiap agen diberi kuasa untuk bertindak mewakili

perusahaan asuransi sebagai perantara kepada calon

nasabah (tertanggung), namun pada dasarnya agen
tidak memiliki hubungan hukum dengan
tertanggung karena dalam polis asuransi nama agen
tidak tercantum. Permasalahannya dengan
ketidakterikatannya tersebut terkadang agen yang
tidak menyampaikan keikutsertaan calon nasabah
kepada perusahaan, sehingga perusahaan tidak
dapat memenuhi klaim  yang  diajukan

nasabah.Untuk menghindari kecurangan yang
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mungkin dilakukan agen, setiap agen harus

berlisensi keagenan, yang berfungsi untuk

melindungi nasabah dari oknum agen yang nakal
dan melakukan kecurangan.

Hal-hal yang dilakukan oleh agen dalam

melaksanakan Perjanjian sebagai wakil dari

perusahaan asuransi diatur dalam otoritas keagenan.

Otoritas tersebut adalah sebagai berikut :

- Menyatakan otoritasnya secara tertulis dalam
perjanjian keagenan.

- Mengimplikasikan otoritas yaitu agen
mengimplikasikan kuasa untuk menagih premi
jatun tempop dari pemegang polis karena
memiliki otoritas tertulis untuk menadapatkan
bisnis bagi perusahaan asuransi jiwa.

- Otoritas yang biasa dilakukan, agen harus
bertindak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku

di tempat ia bekerj&.

Jika agen bertindak di luar otoritasnya, maka harus

bertanggung jawab atas konsekuensi tindakannya

*bid., h.44.

Perlindungan Hukum Tertanggung I 61



tersebut.Kehati-hatian ekstra harus dilakukan agen

untuk mencegah melakukan hal-hal yang dilarang

untuk dilakukannya.

Seorang agen harus mematuhi hukum dan
peraturan serta memiliki pemahaman yang jelas atas
kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang
agen. Prinsip seorang agen adalah :

a) Bertindak jujur dan etis, termasuk etis
menangani benturan kepentingan yang terjadi
atau nyata antara hubungan pribadi dengan
hubungan professional

b) Mendahulukan kepentingan perusahaan,
menghormati dan mengaplikasikan nilai-nilai
dan standar perusahaan

c) Mempromosikan dan meningkatkan citra
perusahaan, dan bertindak sebegai penyedia jasa
yang bertanggung jawab serta warga negara

yang baik®*

Tanggung jawab seorang agen asuransi dapat
dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

¥pry Fast StarKode Etik Agenh.160.
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(1) Tanggung jawab terhadap pemerintah

Agen asuransi mempunyai kewajiban untuk

mengikuti setiap peraturan terkait yang

dikeluarkan oleh :

a)

b)

Pemerintah, seperti misalnya Ketentuan
Prinsip Mengenal Nasabah yaitu Keputusan
Menteri  Keuangan (KMK)  Nomor
45/KMK.06/2003 tentang Know Your
Customer  Principles bagi Lembaga
Keuangan Non Bank dan Undang Undang
Anti Pencucian Uang yaitu Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2003.

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)
misalnya persyaratan lisensi bagi agen

asuransi.

(2) Tanggung jawab terhadap perusahaan, yaitu :

a)

b)

Dalam prinsip hubungan antara agen dengan
perusahaan, agen harus menunjukkan
kejujuran, niat baik dan kesetiaan dalam
semua kegiatan keagenan.

Agen harus bertindak sebagai pihak yang

dipercaya atas beberapa tanggung jawab
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d)

seperti penerimaan premi nasabah dan
penjagaan informasi rahasia.

Agen diisyaratkan untuk menyerahkan tanda
terima resmi secepatnya, secara akurat
mengeidentifikasi pembayaran dan
menyerahkan pembayaran premi dalam 48
jam setelah menerima pembayaran tersebut
dari nasabah atau perwakilan resminya.
Agen harus membuat laporan sesegera
mungkin atas semua keluhan yang ada dari
nasabah kepada perusahaan.

Agen harus membuat laporan atas setiap dan
seluruh klaim untuk manfaat polis kepada
perusahaan sesegera mungkin  sejak
menerima pemberitahuan dari nasabah dan
atau perwakilan resminya.

Agen tidak diizinkan untuk menggunakan
logo perusahaan untuk tujuan bisnis lain
selain dari penggunaan yang telah disetujui
oleh perusahaan dan agen tidak diizinkan
untuk mengubah atau menambah hak atas

kekayaan intelektual perusahaan dengan
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berbagai cara apapun yang dapat membawa
risiko atau merusak reputasi perusahaan.

g) Agen tidak diperkenankan untuk merekrut
atau merekomendasikan agen atau nasabah
yang diketahui memiliki moral dan standar
etika yang buruk.

h) Agen bertanggung jawab untuk bertindak
selakufield underwritet® untuk perusahaan
dengan mengumpulkan informasi yang
lengkap dan tepat sehubungan dengan calon
nasabah mengenai risiko yang timbul untuk
disampaikan secara lengkap kepada
perusahaan.

i) Persekongkolan agen untuk menghilangkan,
menghapus atau mengubah informasi
mengenai calon nasabah akan dianggap
sebagai tindakan tidak beretika dan

penipuan.

*Field Underwriting adalah proses seleksi risiko awal yang
dilakukan oleh agen asuransi.www.keuanganku.comksds tanggal 28
Mei 2013.
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j) Partisipasi agen dalam menghasilkan
pernyataan yang tidak akurat atau
menghilangkan fakta materirial dilarang.

k) Demi menjunjung profesionalisme, agen
bertanggung jawab untuk mendapatkan
sertifikat dan lisesnsi keagenan sebagaimana
dipersyaratkan oleh industry ;perasuransian
yang berlaku.

[) Agen harus secara tegas memahami dan
patuh terhadap semua prosedur dan

kebijakan perusahaan yang berldku.

(3) Tanggung jawab kepada nasabah selaku
customer perusahaan asuransi.
Sebagai agen asuransi yang professional harus
bertanggung jawab untuk menerapkan standar
professional dan etika tinggi yang sama seperti
yang diterapkan oleh perusahaan dalam
berhubungan dengan nasabah (tertanggung) dan

masyarakat. Tanggung jawab tersebut adalah :

*Ibid., h. 162.
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a) Memperlakukan nasabah secara, transparan
dan jujur.

b) Memberikan standar pelayanan yang tinggi.

c) Menempatkan kepentingan calon nasabah
serta perusahaan di atas kepentingan agen.

d) Memperlakukan semua nasabah dan calon
nasabah secara patut dan selalu menghargai
setiap saat.

e) Bilamana agen harus meminta keterangan
yang bersifat rahasia dari nasabah, agen
wajib menjaga informasi rahasia tersebut
dan hanya menggunakannya sesuai dengan
tujuan awal dimintanya keterangan tersebut.

f) Agen harus memberikan standar pelayanan
tertinggiorphan policy”’

g) Agen tidak diperkenankan menjual asuransi
melebihi dari kebutuhan yang diperlukan
nasabah dengan tujuan mendapatkan komisi
tambahan dan atau keuntungan pribadi.

h) Agen wajib memberitahukan informasi yang

akurat mengenai produk asuransi jiwa yang

*’Orphan policyadalah polis yang agennya sudah tidak aktif lagi.
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baik, ciri, manfaat, termasuk kewajiban-
kewajiban, kondisi, tagihan dan prasyarat
yang berlaku dalam produk asuransi jiwa
dan layanan perusahaan sehingga nasabah
dapat membuat keputusan yang tepat
mengenai produk asuransi jiwa Yyang
disampaikan dan membeli polis asuransi
jiwa secara efektif.

i) Agen tidak diperkenankan membebani
nasabah dengan biaya-biaya yang tidak
sesuai dengan ketentuan atau kebijakan
perusahaan, hukum dan peraturan yang
berlaku serta polis asuransi jiwa perusahaan.

]) Mengungkapkan setiap informasi yang
relevan kepada nasabah dengan tujuan untuk
membangun  kepercayaan, mengurangi
kesalahpahaman di masa depan,
menghindari perselisihan, dan memperkuat
hubungan bisnis antara agen dan nasabah,
sebelum, selama, dan sesudah penjualan

polis asuransi perusahadn.

*®Ibid., h.164.
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Sebagai agen asuransi jiwa yang baik,

seorang agen asuransi dilarang terlibat

secara langsung maupun tidak langsung

dalam tindakan kriminal, misalnya :

a) Melakukan penipuan atau
misrepresentation

b) Penyalahgunaan dana nasabah (misalnya
kuitansi premi), dana dari nasabah harus
segera disetorkan, keterlambatan dalam
penyetoran premi dari nasabah dapat
dianggap sebagai penyalahgunaan dana
nasabah.
Hal ini dilakukan supaya premi yang
sudah dibayrakan oleh nasabah tidak
digelapkan oleh agen, karena apabila hal
ini dilakukan oleh agen asuransi tersebut
maka akan dikenakan sanksi seperti
yang tercantum dalam pasal 21 ayat (2)
UU No 2 Tahun 1992 yaitu :.
“barang siapa menggelapkan premi
asuransi diancam dengan pidana penjara

paling lama 15 (lima belas) tahun dan
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denda paling banyak Rp.
2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima ratus
Juta Rupiah)

c) Memalsukan dokumen resmi atau
membuat dokumen palsu. Memalsukan
tanda tangan nasabah baik sengaja atau
tidak disengaja terhadap setiap dokumen
yang berkaitan dengan bisnis perusahaan
tidak dapat ditolerir. Tuduhan atau
kecurigaan terhadap aktivitas kriminal
akan diinvestigasi oleh perusahaan dan
akan diambil tindakan yang tepat.
Apabila agen melakukan hal ini maka
agen akan dikenakan sanksi yang
terdapat dalam Pasal 21 ayat (5) UU
No.2 tahun 1992 dan PP no 73 tahun
1992 yaitu : “Barang siapa secara
sendiri-sendiri  atau  bersama-sama
melakuakn pemalsuan atas dokumen
perusahaan asuransi kerugian atau
perusahaan asuransi  jiwa  atau

perusahaan reasuransi, diancam dengan
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pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan denda paling banyak Rp.
500.000.000,-(Lima ratus Juta Rupiah)”.

Perilaku yang tidak pantas dan menyesatkan

yang tidak boleh dilakukan oleh seorang

agen asuransi adalah :

- Memberikan informasi yang salah atau
menyesatkan. Agen harus mempelajari
dan memahami produk asuransi
perusahaan secara menyeluruh sebelum
menjualnya kepada nasabah. Informasi
pentinga yang menjadi esensi dalam
pengambilan putusan harus
diungkapkan sepenuhnya dan secara
akurat sebelum transaksi penjualan.

- Memberikan potongan atau diskon
premi(premium rebating)

Agen tidak diperkenankan memotong
komisi atau memberikan potongan
premi, override dan atau bonus kepada
nasabah atau perwakilannnya. Tujuan

tidak diperbolehkan pemotongan komisi
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atau pemotongan premi adalah untuk
memastikan bahwa setiap nasabah
diberikan perlakuan yang sama. Selain
itu juga bertujuan  memelihara
persaingan yang sehat antar
agen.Pemotongan premi ini dapat
membuat perselisihan anatar agen dan
dapat menurunkan kualitas pelayanan
yang diberikan oleh agen kepada
nasabah.

- Pemutarbalikan  (Twisting) dan
PencampuradukaiChurning)
Twisting dan churningadalah tindakan
yang tidak etis dengan membujuk
nasabah melepas atau menebus polisnya
dari perusahaan asuransi lainnya dengan
tujuan untuk menjual polis lain baik
yang berasal dari perusahaan asuransi
jiwa lainnya tanpa memperhatikan
kerugian yang mungkin terjadi terhadap
nasabah. Agen tidak boleh menyebabkan

atau merekomendasikan nasabah untuk
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menebus atau melepas polis dengan
tujuan mengganti dengan polis lain
kecuali hal tersebut sebaik-baiknya demi
kepentingan nasabah.

- Pernyataan tidak benar
(Misrepresentation and disclosure)
llustrasi agen kepada calon nasabah
harus menyediakan informasi mengenai
setiap produk asuransi jiwa secara tepat
dan benar dan dalam bahasa yang
sederhana dan bisa dimengerti oleh
nasabah dengan mengacu pada ketentuan
dari perusahaan melalui materi atau alat
yang disediakan (misalnya ilustrasi
penjualan).Seorang agen tidak boleh
memanipulasi software di  luar
kewenangannya dengan tujuan
menciptakan harapan yang berlebihan
kepada nasabah.

Perbandingan yang tidak lengkap oleh
agen tidak diperkenankan, misalnya

memberikan perbandingan yang tidak
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lengkap antara polis perusahaan asuransi
jiwa lain dengan tujuan meyakinkan
nasaabah agar menebus polisnya.

- Agen dilarang melakukan
penandatanganan  formulir  kosong.
Formulir  perusahaan resmi yang
digunakan dalam transaksi bisnis dengan
nasabah menjadi data atau dokumen
resmi dari nasabah dengan perusahaan.
Nasabah harus mempunyai pengetahuan
tentang isi dan tujuan dari pertanyaan
dan pernyataan pada setiap dokumen
yang ditandatangani oleh calon nasabah
. Setiap dokumen yang ditandatangani
oleh calon nasabah harus diisi lengkap
dan akurat sebelum nasabah
menandatanganinya. Agen tidak
diperkenankan meminta nasabah
menandatangani formulir kosong atau

tidak lengkap.
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2. Broker Asuransi

Selain perantara perorangan, perusahaan asuransi
juga dapat menggunakan perantara yang berbentuk
badan usaha, yaitu broker asuransi. Broker asuransi
adalah perantara yang mendapatkan surat kuasa dari
suatu perusahaan asuransi untuk menjual polis
asuransi, tapi tidak memiliki tanggung jawab atas
pemenuhan klaim, karena setelah  broker
mengembalikan data calon nasabah kepada
perusahaan asuransi yang bersangkutan, maka
tanggung jawab juga beralih kepada perusahan
tersebut. Ketika adanya peralihan inilah biasanya
permasalahan muncul, yaitu pada saat formulir telah
dikembalikan  kepada perusahaan asuransi,
dimungkinkan adanya kekurangan data atau
keterangan mengenai nasabah, sehingga pemenuhan
klaim asuransi perusahaan dapat mengundurkan
pemenuhan atau bahkan tidak memenuhi klaim.
Broker Asuransi adalah suatu badan hukum yang
dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan
masyarakat akan suatu badan yang dapat membantu

mereka dalam membeli produk asuransi dan

Perlindungan Hukum Tertanggung I 75



mendampingi pada saat terjadi klaim, dimana
masyarakat tertanggung sangat awam dengan
kondisi dan persyaratan polis asuransi dan disisi
lain pihak Perusahaan asuransi sangatlah paham.
Sehingga Pemerintah merasa perlu untuk
membentuk broker melalui peraturan yaitu Undang
Undang Asuransi Nomor 2 tahun 1992, dengan
tujuan melindungi kepentingan masyarakat luas.
Fungsi dan peranan broker di belahan dunia lain
sudah sangat berkembang dan hampir seluruh
transaksi asuransi melalui broker.

Broker Asuransi atau Pialang, dibentuk dalam
badan Hukum dan harus memiliki ijin dari
Departemen Keuangan dengan Persyaratan cukup
ketat dan diatur secara jelas dalam Undang Undang
No. 2 tahun 1992, Peraturan Pemerintah No. 73
tahun 1992 dan Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 226/KMK.0171993.
Broker asuransi ini diatur dalam UU No. 2 Tahun
1992 pasal 1 ayat 8 UU No. 2 Tahun 1992

Ps. 1 ayat 8 : Pialang Asuransi ad:
perusahaan yang memberikan jasa keperant
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dalam penutupan Asuransi dan penang:
penyelesaian ganti rugi dengan bertindakukint

kepentingan tertanggung

Pasal 5 ayat 1 : Perusahaan Pialang Asu
hanya dapat menyelenggarakan usaha de
bertindak mewakili Tertanggung dalam ran
transaksi yang berkaitan dengan Perjar

Asuransi

Pasal 13 ayat 1 : Perusahaan Pialangraisi
dilarang menempatkan penutupan Asur
kepada perusahaan Asuransi yang merup
Afiliasi dari Perusahaan Pialang Asuransi y
bersangkutan, kecuali calon Tertanggung t
diberitahu terlebih dahulu secara tertulis
menyetujui mengenai adanydiliasi tersebut
(Anti Monopoli).
Peraturan pemerintah No.73 Tahun 1992 pas:
ayat 1 menegaskan bahwa Pialang Asuransi \
menjelaskan secara benar kepada tertanc
tentang ketentuan isi polis termasuk hak

kewajiban tertanggung.
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Keputusan Mente Keuangan Republi
Indonesia Nomor 226/KMK.017/199
mempersyaratkan dalam pembentukan broker |
memenuhi kualifikasi tenaga ahli, penyeleng
usaha, laporan pemeriksaan, untuk itu di
Peraturan pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 °
menegaskan Pang Asuransi harus memiliki Po

Profesional Idemnit atau Liability

Fungsi broker pada perjanjian asuransi adalah sebag
berikut :

1. Mengadakan survey atau penelitian terhadap
kegiatan dan usaha dari kliennya. Adapun
survey yang dilakukan broker asuransi tersebut
dimaksudkan untuk menentukan polis asuransi
apa dan bagaimana yang memangg benar-benar
dibutuhkan oleh kliennya.

2. Dalam pembayaran  premi,broker tetap
mengawasi kelangsungan pertanggungan
tersebut. Broker akan mengikuti secara
seksama, memperhatikan kebutuhan serta

keluhan daripada kliennya.
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3. Dalam hal pengajuan klaim, broker mengambil
alih urusan tersebut dan berhubungan langsung
dengan penanggung. Tertanggung cukup
menyediakan dokumen-dokumen yang
menguatkan dasar klaim.

4. Broker mengurus perpanjangan masa
pertanggungan dan mengurus pembaharuan
polis dari perubahan-perubahan yang
dikehendaki oleh tertanggung.

5. Apabila didalam perjanjian asuransi terdapat
perubahan-perubahan atau keadaan-keadaan
baru pada obyek asuransi, maka broker asuransi
adalah pihak yang mengurus keadaan-keadaan
tersebut setelah diberitahu oleh tertanggung

demi selalu up to datenya polis yang &da.

Broker ini berperan pada asuransi kerugian,
yang bermanfaat untuk memulihkan
kepercayaan tertanggung terhadap perusahaan
asuransi. Asuransi bisa menjagant business,

artinya bahwa asuransi dapat menjadi bisnis

PT. Estika JasatamaProses Penutupan dan Pengelolaan
Asuransj Makalah, Jakarta, 1998, h. 4.
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yang memiliki masa depan cerah namun semua
itu juga tak luput karena kehadiran broker
asuransi. Kehadiran broker asuransi ditengah-
tengah usaha perasuransian membawa manfaat
yang cukup besar bagi pihak penanggung,
antara lain :

a) Broker membantu perusahaan asuransi
kerugian dalam memasarkan produk-
produknya

b) Dengan adanya survey yang dilakukan
broker terhadap kliennya, maka broker
membantu perusahaan asuransi didalam
menyediakan data-data mengenai Klien
secara lengkap.

Broker asuransi turut berperan dalam
pemasaran asuransi, yang dimaksud dalam
hal ini adalah kegiatan daripada perusahaan
broker asuransi untuk menawarkan risiko
tertanggung yang diperantarainya
(melakukan penawaran kepada penanggung)
dan memilih suatu perusahaan asuransi

untuk dijadikan penanggung dari bisnis
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asuransi yang ada dan apabila sudah terjadi
penutupan asuransi anatara tertanggung dan
perusahaan asuransi maka broker asuransi
selanjutnya akan mengurus pelaksanaan
perjanjian asuransi yang bersangkutan
sampai waktu berakhirnya masa tenggang
asuransi.
Oleh karena itu broker asuransi bertanggung
jawab penuh terhadap keamanan dan
kelangsungan perjanjian asuransi yang
bermanfaat bagi pihak tertanggung sampai
berakhirnya waktu asuransi. Manfaatnya
sangat besar bagi pihak penanggung atau
perusahaan asuransi karena meringankan
tugas dan kewajibannya dalam perjanjian
asuransi.
Peranan broker terhadap tertanggung
berkaitan dengan masalah apabila ada klaim
adalah sebagai berikut :
a) Dalam hal terjadinya klaim, terutama
klaim yang cukup besar, umunya

tertanggung berada dalam keadaan
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psychis yang tergoncang. Dengan
adanya broker akan memberikan
ketenangan psikologi pada tertanggung.

b) Terhadap klaim yang tercakup dalam
kondisi polis, maka broker bertugas
memberi guidance baik mengenai
tindakan-tindakan yang wajib dilakukan
tertanggung menurut kondisi polis.
Setelah tugas tersebut, maka broker
untuk dan atas nama tertanggung, akan
menuntut  klaim tersebut kepada
tertanggung.

c) Untuk klaim yang tercakup dalam
kondisi polis dan nilai klaimnya telah
disetujui oleh penanggung, broker dapat
melakukan tindakan pembayaran klaim
sesuai dengan batas kemampuannya jika
pihak asuransi melakukan penundaan

pembayaran klairf?.

* Makalah broker asuransiManfaat Broker Asuransi Bagi

Tertanggung dan Penanggunigkarta, 1988, h. 11.
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Broker dapat berinisiatif untuk melakukan
pembayaran klaim terlebih dahulu, untuk
kelak menerima penggantiannya  dari
penanggung.Hal ini bukan merupakan
kewajiban sebagai perantara asuransi namun
hanya merupakan tanggung jawab moril
mengenai pengurusan asuransi yang telah
diperantarainya. Dalam praktek broker
asuransi biasanya mengadakan pembayaran

terlebih dahulu apabila :

Penanggung telah menyatakan

kesanggupannya untuk membayar ganti

rugi.

- Klaim yang diajukan tidak terlalu besar
tuntutan ganti ruginya

- Broker mendapat jaminan bahwa
tenggang waktu pembayaran kembali
oleh penanggung tidak terlalu lama.

- Pembayaran klaim tersebut

dipertimbangkan sebagai hal yang benar-

benar dibutuhkan oleh tertanggung untuk

dibayarkan dengan segera.
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Tindakan  broker yang membayarkan
sementara klaim dari penanggung tersebut
selain sebagai tanggung jawab moril untuk
menjaga kepercayaan tertanggung, selain itu
juga sebagai wujud ganti rugi yang dilakukan
oleh broker kepada tertanggung selaku
pemberi kuasa apabila ternyata penanggung
menolak klaim karena akibat kesalahan
broker, hal ini dilakukan broker agar tidak ada
alasan bagi tertanggung untuk mengakhiri
perjanjian pemberian kuasa dengan broker
terkait dengan kelalaian.
3. Polis
Penggunaan Perjanjian baku dalam perjanjian
asuransi yang dituangkan dalam polis asuransi
sampai saat ini masih berlaku.Perusahaan asuransi
telah mempersiapkan format-format surat perjanjian
dalam bentuk tercetak untuk ditandatangani oleh
calon nasabah. Syarat-syarat umum polis yang
dibuat sepihak oleh perusahaan asuransi sering tida
diperlihatkan pada saat penutupan polis.Kondisi ini

membuat calon nasabah tidak memahami, apalagi
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umumnya calon nasabah tidak paham mengenai

perjanjian asuransi.Akibanya sebagai pemegang

polis" nasabah sering dirugikan dengan klausa yang

ada, mau tidak mau pemegang polis harus

mengikuti kebijakan dari perusahaan asuransi.

Untuk itu berdasarkan Keputusan Menteri

Keuangan No. 422/KMK.06/2003 tanggal 30

September 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

pada Pasal 8 Bab Il tentang polis yang

menambahkan bahwa dalam polis harus memuat

sekurang-kurangnya ketentuan mengenai hal-hal

sebagai berikut :

a. Saat berlakunya pertanggungan;

b. Uranian manfaat yang diperjanjikan;

c. Cara pembayaran premi;

d. Tenggang waktu(grace period) pembayaran
premi;

e. Kurs yang digunakan untuk polis asuransi

dengan mata uang asing apabila pembayaran

*! Pemegang polis adalah perorangan atau badan yamgpaakan
perjanjian asuransi jiwa dengan penanggung (ManéiifiancialKetentuan
Umum Polis Asuransi Jiwgasal 1 angka 3, Jakarta, 2007, h. 1..
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premi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang
rupiah;

f. Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya
pembayaran premi;

g. Kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila
pembayaran premi dilakukan melewati tenggang
waktu yang disepakati;

h. Periode dimana pihak perusahaan tidak dapat
meninjau ulang keabsahan asuransi
(incontestable period);

i. Tabel tunai, bagi polis asuransi jiwa yang
mengandung nilai tunai;

j. Perhitungan deviden polis atau sejenis, bagi
polis asuransi jiwa yang menjanjikan deviden
polis atau sejenis;

k. Penghentian pertanggungan, baik dari pihak
penanggung maupun dari pemegang polis,
termasuk syarat dan penyebabnya;

|. Syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk
bukti pendukung yang diperlukan dalam
pengajuan klaim;

m. Pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
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n. Bahasa yang dijadika acuan dalam hal terjadi
sengketa atau beda pendapat, untuk polis
asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau
lebih.

4. Pembayaran Premi

Perjanjian asuransi dimulai sejak ditandatangani
oleh calon tertanggung dengan perusahaan
asuransi.Ketika belum ada keterikatan anatara
calon nasabah dengan perusahaan, agen asuransi
menawarkan produk asuransi yang dimiliki
perusahaan. Seharusnya penjelasan yang
diberikan oleh tiap agen harus sama, namun
dalam praktek penulis menemukan tiap agen
asuransi menjelaskannya berbeda-beda dan
subyektif tergantung kemampuan dari masing-
masing agen.Permasalahan dilapangan yang
sering ditemui oleh penulis bahwa terkadang
agen menyampaikan informasinya tidak secara
utuh, sehingga ujung-ujungnya perusahaan
asuransi  menolak klaim yang diajukan

tertanggung atau ahli waris dari tertanggung.
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Ada 3 (tiga) hal alasan yang digunakan
perusahan asuransi dalam menolak klaim
asuransi yaitu :

1. Karena uang premi yang belum diselesaikan
oleh nasabah.

2. Uang premi yang disetorkan oleh nasabah tidak
disetorkan oleh agen ke perusahaan, namun saat
ini untuk menghindari kejadian seperti ini maka
penyetoran uang premi bisa langsung dilakukan
nasabah lewat transfer melalui bank yang telah
ditunjuk.

3. Informasi yang diberikan oleh nasabah tidak
sesuai dengan yang sebenarnya, tertanggung
tidak menyampaikan obyek asuransi dengan
secara jujur.

Dalam pembayaran premi ada beberapa faktor yang

mempengaruhi besarnya premi asuransi jiwa yaitu :

(1) Besarnya uang pertanggungan
Semakin besar uang pertanggungan (UP) maka
semakin besar pula premi asuransi yang harus

dibayarkan oleh tertanggung.
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(2) Umur tertanggung
Semakin tua umur tertanggung maka semakin
besar tingkat premi yang harus dibayarkan oleh
pemegang polis asuransi atau
tertanggung.Semakin tua umur tertanggung
semakin tinggi tingkat risiko kematiannya.Pada
umumnya untuk asuransi jiwa perseorangan
(individu), tertanggung sekaligus pemegang
polis.

(3) Pekerjaan atau profesi yang sedang dijalani
tertanggung
Jenis pekerjaan mempengaruhi besarnya premi,
karena semakin  tinggi tingkat risiko
pekerjaannya, maka semakin mahal premi yang
harus dibayarkan.Kebiasaan hidup seseorang
juga mempengaruhi besarnya premi vyaitu
kebiasaanmerokok atau tidak. Pengelompokkan
umur ini adalah sebagai berikut :
a) Kelas A : adalah orang-orang yang

pekerjaan utamanya di kantor

atau sering tinggal di kantor.
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b) Kelas B : Orang-orang dari kelas A namun
sering dinas luar.

c) Kelas C : Orang-orang yang pekerjaannya
memerlukan alat atau sarana
untuk mendukung kegiatannya
seperti sopir atau petugas
lapangan, dokter gigi.

d) Kelas D : Orang-orang yang pekerjaannnya
berisiko tinggi seperti pekerja

tambang, pilot.
(4) Jenis kelamin

(5) Biaya administrasi

(6) Tingkat bunga rata-rata
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BAB |V

PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI

Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa
dimungkinkan timbul suatu perselisihan diantaraapgihak.
Sebagai contoh apabila tertanggung meninggal dunia,
kemudian ahli waris mengajukan klaim, namun termyat
penanggung tidak membayar uang asuransi yang mdrgad
ahli waris, misalnya ternyata nama yang ada daldiR Kdak
sama dengan nama yang terdaftar dalam polis asurans
sehingga ahli waris tertanggung sulit untuk mengajuklaim.
Dalam menghadapi sengketa atau perselisihan sem#gam
untuk menyelesaikannya biasanya pertama-tama y&ag a
dilakukan maka para pihak akan kembali melihat pada
ketentuan yang tercantum dalam perjanjian yanghtela

disepakatf?

“Wawancara dengan dengan Ibu Farida, Head Leadeeral
Insurance, 4 Februari 2011.
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Ada beberapa alternatif penyelesaian yang bisa
ditempuh oleh para pihak, yaitu melalui jalur pedigan dan
diluar pengadilan.Penyelesaian melalui jalur peigaderarti
para pihak mempercayakan kepada lembaga pengadilan
sebagai tempat penyelesaian sengketa yang tehadijni
terjadi sebelum tahun 2006.Penyelesaian melalur j#lgasi
ini memiliki banyak kekurangan, dan baru tersediANB
(Badan Arbitrase nasional Indonesia) serta BPSKd#Ba
Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang sifatnya masih
general. Masyarakat membutuhkan penyelesaian sengke
diluar pengadilan para pihak dapat memilih altefnat
penyelesaian sengketa, yaitu melalui : negoisasdiasi,

konsiliasi, dan arbitrase.

4.1. Penyelesaian Sengketa Melalui badan Peradila

Semua polis asuransi sesuai dengan ketentuan KMK
422/KMK.06/2003 diwajibkan mencantumkan Klausula
Penyelesaian Sengketa (Disputes Clauseilausula
penyelesaian sengketa pada umumnya dicantumkan(Zjua
pilihan forum penyelesaian sengketa yaitu Pengaddan

Arbitrase.
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Sengketa di dalam industri asuransi antara tertargg
dengan penanggung, dapat diselesaikan melalui
pengadilan.Pengadilan terdiri dari Pengadilan Neg@eN),
Pengadilan Tinggi (PT), Mahkamah Agung.Forum innga
sudah sangat dikenal oleh masyarakat umum untuk
menyelesaikan berbagai macam sengketa yang tdrghak
hanya sengketa bisnis tetapi juga sengketa-senglertiata
lainnya.

Proses peradilan yang lengkap berupa pemeriksaan
bukti-bukti, saksi-saksi dan lain-lain dilakukan dngkat
pengadilan tingkat pertama (PN). Hasil akhir daosps di PN
berupa putusan yang hasilnya bisa bermacam-macam.
Memenangkan salah satu pihak, menyatakan bahwdila@ra
tidak mempunyai kompetensi mengadili baik karena
kompetensi relatif maupun kompetensi absolut.

Pihak yang tidak puas terhadap putusan PN bisa
melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi
demikian seterusnya upaya hukum juga bisa dilakukan
Mahkamah Agung berupa kasasi.Upaya hukum bandimg da
kasasi merupakan upaya hukum biasa, karena updganhu
tersebut dilakukan atas putusan pengadilan yanginbel

mempunyai  kekuatan  hukum tetap(inkracht van
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gewisjde)Sedangkan untuk upaya hukum terhadap putusan

pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukunp teta

adalah Peninjauan Kembali (PK). Upaya hukum Peunama

Kembali merupakan upaya hukum luar biasa dan hdapat

dilakukan dengan alasan antara lain :

yang

Putusan yang jelas memperlihatkan kekhilafan
hakim atau kekeliruan yang mencolok

Putusan mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut
atau melebihi dari apa yang dituntut.

Suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa
dipertimbangkan sebab-sebabnya.

Putusan didasarkan atas kebohongan atau tipu
muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelah
perkara diputus, atau keterangan saksi atau surat-
surat bukti kemudian oleh hakim dinyatakan palsu
Adanya novum (bukti baru) yaitu bukti yang benar-
benar baru tidak pernah diungkap di dalam
persidangan sebelumnya, padahal bukti ini sangat

menentukan.

Berkaitan dengan beberapa kasus sengketa asuransi
terjadi, berkaitan dengan pasal 251 KUHD, [enu
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memberikan beberapa contoh putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia, yaitu :
1. Putusan Mahkamah Agung No. 538 K/PDT/2006

(putusan terlampir)
Duduk perkara
PT Asuransi Jiwa Eka Life Pusat, berkedudukan di Jl
Mangga Dua Raya Wisma Eka Jiwa Lt.8 Jakarta cq
Asuransi Jiwa Eka Life Cabang Banda Aceh, berkekialu
di JI. Daud Beureueh, Kel.Beurawe, Kecamatan Kuta
Alam, Banda Aceh, sebagai Pemohon Kasasi.
Melawan

Ny. Rosita, bertempat tinggal di TKW, Muhammad Daud
Syah No. 12 Kel. Peunayong Banda Aceh, sebagai
Termohon kasasi
Rusli pemegang polis/tertanggung meninggal duni@dapa
tanggal 30 April 2003, Rusli sebagai nasabah Asiran
Jiwa Eka Lifa Cabang Banda Aceh dengan nomor polis
04.040.2002.00006.dengan masa asuransi dari 2&ardan
2002 sampai dengan 21 Januari 2003. Jumlah uang
pertanggungan Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus JutaaRupi
Pembayaran Premi Tahunan Rp. 3.460.000,- (Tiga Juta

Empat Ratus Enampuluh ribu Rupiah), pembayaran
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tahunan, premi dibayar selama 20 tahun, sedang&ag y
ditunjuk sebagai ahli waris adalah Rosita. Pemlzayar
premi dari tertanggung (Rusli) adalah 22 Janua®220
sampai dengan 22 Januari 2003 merupakan pembayaran
pertama. Pada tanggal 22 Januari 2003 sampai d&#jan
januari 2004 merupakan pembayaran kedua.

Bahwa seminggu setelah tertanggung meninggal dunia
Rosita (penggugat) Rosita (istri dari alm Rusliakal
pemegang polis nomor 04.040.2002.00006 tanpa
pemeriksaan) mengajukan klaim kepada PT Asurangi Ji
Eka Life Pusat dengan dasar polis Rusli (tertangpun
sebesar 80% dari uang pertanggungan Rp. 250.000.000
yaitu Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)aiil
yang diajukan tersebut sampai pada pengajuan gugata
Pengadilan Negeri belum dilaksanakan, dengan surat
tertanggal 30 Januari 2004 No. 09/PI-EL/04 dengan
Tergugat PT Asuransi Jiwa Eka Life. PT Asuransiali
Eka Life menolak melakukan pembayaran klai dengan
alasan tertanggung (Rusli) sebelum menandatangdisi p
telah lebih dahulu sakit dan pernah berobat keikklin
hipertensi dan ginjal Rasyida di Medan denganaalas

yang dicari-cari..
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Bantahan dari Rosita tentang dalil PT Asuransi Jeka

Life cabang Banda Aceh tersebut diatas adalah ®#ahw
Rusli tidak pernah berobat ke klinik sebagaimanagya
didalilkan tergugat (Perusahaan Asuransi) dengajuldin
bukti surat oleh Rosita. Surat tersebut diterbiti@ah
Klinik Hipertensi dan Ginjal Rosyida Medan dengamor
029/A/ADM/KSR/IV/03 bahwa berdasar surat tersebut
yang pernah berobat adalah Hasan (orang lain), nbuka
Rusli (tertanggung). Namun pihak asuransi membantah
Hasan yang dimaksud juga bernama Rusli.Rosita
(penggugat) membantah bahwa pihak asuransi dengan
bantahannya tersebut pada prinsipnya menghindari
tanggung jawab sebagai penanggung.

Selanjutnya Rosita menilai sikap tergugat (PT Assira
Jiwa Eka Life) yang terlambat membayar klaim seldma
tahun telah menimbulkan kerugian bagi penggugasi{®o
yang bila dihitung kerugian itu adalah 18% setaKuRp.
200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) vyaitu Rp.
36.000.000,- (Tiga puluh Enam Juta Rupiah). Raktam
pengajuan klaim asuransi atas polis Rusli dilengkap

dengan dokumen asli (polis dan kwitansi pembayaran
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premi) yang diserahkan oleh Rosita kepada PT Asuran
Jiwa Eka Life.
Bahwa Rosita dalam gugatannya kepada PT Asuramai Ji
Eka Life Medan kepada Majelis hakim untuk menjamin
gugatan penggugat /Rosita agar dikatakan CB
(Conservatoir Beslaagatas kekayaan PT Asuransi Jiwa
Eka Life Medan berupa seluruh benda bergerak yang
dimiliki PT Asuransi Jiwa Eka Life Medan, bahkidosita
menuntut putusan Penagadilan melakukiwvoor baar bij
voor rood (dilaksanakan putusan walaupun pihak asuransi
PT Asuransi Jiwa Eka Life banding.
Rosita sebelum mengajukan perkara ke PN banda Aceh
telah meminta kepada tergugat (pihak PT Asuransa Ji
Eka Life) agar masalah tersebut diselesaikan secara
kekeluargaan, namun tidak ada tanggapan dari pihak
asuransi PT Asuransi Jiwa Eka Life Medan.
Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah :

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian

- Menyatakan penggugat sebagai orang yang ditunjuk

untuk menerima manfaat polis nomor
04,040.2002.00006.
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Menghukum tergugat untuk mengembalikan uang
premi kepada penggugat sebesar Rp. 6.920.000,-
(enam juta Sembilan ratus duapuluh ribu rupiah)
Menolak gugatan penggugat untuk selain dan
selebihnya

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini
kepada penggugat sebesar Rp. 148.000,- (seratus

empat puluh delapan ribu rupiah).

2. Racio Decidendi dalam Putusan Pengadilan Negerl@an

a.

Aceh:
Dokumen terkait dengan keikutsertaan penggugat
pada PT Asuransi Jiwa Eka Life sebagai tertanggung
sah adanya.
Penunjukan Rosita (penggugat) sebagai penerima
manfaat (klaim) asuransi dari PT Asuransi Jiwa Eka
Life dari pemegang polis (Rusli) No.
04.040.2002.200006 adalah sah.
Dalam persidangan tidak terbukti (tidak ada fakta
hukum bahwa tertanggung (Rusli alm) telah
menderita sakit apapun seperti yang dituduhkan oleh

perusahaan asuransi.
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3. Pertimbangan Hukum

- Polis Asuransi tertanggung Rusli, Polis Nomor
04.040.2002.00006.

Dalam kasus di atas, penulis mengatakan bahwa dgal&umsan
Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut, pengembakaig
premi asuransi kepada penggugat sebesar Rp. 60820.0
(Enam Juta Sembilan ratus Duapuluh ribu Rupiahalmikan
walaupun sebagian, dan hanya diberkan pengembadag
premi yang sudah terbayar oleh tertanggung, adsésliatu
yang tidak memenuhi rasa keadilan. Dengan demikipa
gunanya polis yang secara jelas meletakkan halkelaajiban
para pihak (tertanggung dan penanggung), atas tsesua
peristiwa tidak pasti yang kemudian peristiwa teuderjadi.
Hal ini berarti pihak asuransi PT Asuransi Jiwa EKa tidak
melaksanakan itikad baik, sebagaimana diatur dgbasal
1338 (3), justru disini timbul ketidakpastian hukutalam
melaksanakan perjanjian asuransi dan tidak berdeeadi
Bukankah hakim harus mem;perhatikan fakata hukumgya
terbukti dalam proses persidangan.
Penggugat merasa keberatan atas putusan Pengisldifgni

Banda Aceh tersebut dan mengajukan banding.
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Dalam tingkat banding  atas permohonan

penggugat/pembanding Putusan Pengadilan Tinggi &8and
Aceh dengan putusan No. 54/Pdt/2004/PT-BNA tangyal
April 2005 yang intinya : (selengkapnya lihat lanajpi)
-membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No
18/Pdt.G/2004/PN-BNA tanggal 3 Agustus 2004.
- Menghukum Tergugat untuk membayar klaim asuransi
kepada penggugat sebesar 80% dari uang pertanggunga
Rp. 250.000.000,- yaitu Rp. 200.000.000,- (duasraita
rupiah) tanpa syarat.
Pada tingkat banding (Pengadilan Tinggi) nampa&sjel
lebih ada kepastian hukum dan keadilan serta puysa
rasional tentang pelaksanaan perjanjian asuraegiukti
bahwa Pengadilan Tinggi menghukum Tergugat untuk
membayar klaim asuransi kepada penggugat sebe®ar 80
dari uang pertanggungan Rp. 250.000.000,- yaitu Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanpa syarat.
Lebih tegas lagi Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa
pihak perusahaan telah melakukan wanprestasi asuran
Disamping hal tersebut diatas, tergugat atau telibgn
yaitu perusahaan asuransi membayar biaya perkara

sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribuah)pi
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Dari putusan tersebut diatas tergugat mengajukderiean
dan melakukan permohonan kasasi dengan akte penaoho
kasasi No. 18/Pdt.G/2004/PN-BNA (isi selengkaptipat
lampiran).

Dalam Tingkat Kasasi Putusan Mahkamah Agung adalah

- Bahwa pada tingkat banding (Pengadilan Tinggi) hhaki
tidak salah dalam menerapkan hukum.

- Bahwa putusanudex facti (putusan Pengadilan Tinggi)
dalam perkara ini adalah tidak bertentangan denmgan
hukum dan undang-undang.

Amar Putusan Mahkamah Agung adalah : (selengkalingt

lampiran)

- Menolak permohonan kasasi pemohon ( PT Asuransi Jiw
Eka Life)

- Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya
perkara
Analisa penulis, putusan Mahkamah Agung dalam amar

putusan tersesebut tidak secara teksplisit menghuldl

Asuransi Jiwa Eka Life Medan untuk membayar klaiepadda

Rosita, bahkan tidak dinyatakan dalam amar putusan

Mahkamah Agung tersebut menguatkan putugelex facti

(putusan Pengadilan Tinggi). Semestinya agar mehkaa
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pelaksanaan putusan, seharusnya secara ekspliggrdabut
harus ada dalam amar putusan Mahkamah Agung.
2.Putusan No.560 K/Pdt.Sus/2012 (kasus terlampir)
Duduk Perkara
Hermi Sinurait bertempat tinggal di Perumahan Ptama
Balaraja Blok A 101 No. 29 RT.06/01 Balaraja Taragey
sebagai Pemohon kasasi

Melawan
PT Avrist Assuransce beralamt di Gedung Bank Panin
Senayan lantai 3, 7 dan 8, Jl. Jenderal Sudirma&artda
selaku Termohon.
Hermi Sinurait mengajukan klaim asuransi kepadaARrist
Assuransce atas meninggalnya Mardi Simarmata (suami
Hermi), berupa uang pertanggungan sebesar Rp.G00mD)-
(lima puluh juta rupiah) sesuai dengan surat Peomah
Penutupan Asuransi (SPPA) yang ditandatangani ydelg
bersangkutan alm. Mardi Simarmata per tanggal 3teMa
2007. Dalam SPPA tersebut yang bersangkutan membeli
produk asuransi yang tidak memerlukan pemeriksagalign
Untuk itu yang bersangkutan meyampaikan informasasa
jelas. Sebelum penandatanganan alm. Mardi meny&arpai

bahwa tidak pernah menderita penyakit apapun, tidak
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memeliki riwayat penyakit turunan, dan tidak pernah
mengalami tindakan medis apapun.

- Atas dasar SPPA tersebut, Penanggung menerbitkan
Polis Asuransi No. U020761662 per tanggal 17 April
2007. Pada tanggal 27 September 2007 Alm Mardi
melakukan pemulihan polis dengan mengisi formulir
pemulihan polis, dan menyatakan tidak menderita
penyakit apapun, tidak pernah memiliki riwayat
penyakit keturunan dan tidak pernah menjalani tada
medis apapun sebelum formulir polis ditandatangani.

- Bahwa yang bersangkutan meninggal dunia tanggal 2
Februari 2008 karena penyalkarsinoma nasofaring
(kanker pernafasan). Dengan meninggalnya Mardi
Simarmata tersebut, ahli waris mengajukan klaim
kepada PT Auvrist Assurance, dan oleh PT Awvrist
Assurance dilakukan cross cek kebenaran informasi
tersebut.

- pelawan tidak membayarkan uang nilai polis kepada
istri almarhum. Pelawan dengan itikad baik melakuka
kajian terhadap kasus tersebut dengan baik, pematus
peraturan perundang-undangan, konsultasi pada Biro

Perasuransian dan lembaga-lembaga lain yang relevan
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agar tidak keliru dalam penerapan pemberian nilai
asuransi tersebut. Hasilnya penerapan pemberian nil
asuransi tidak menemukan adanya pelanggaran.

Atas hasil diatas, Hermi Sinurat (istri/ahli wagiang
bersangkutan) mengajukan permohonan penyelesaian
sengketa konsumen kepada BPSK DKI Jakarta.

Putusan BPSK(Putusan BPSK DKI Jakarto Nomor
092/Pts.A/BPSK-DKI/II/2012 tanggal 2 Februari 2012.

- Mengabulkan gugatan penggugat

- Menghukum penggugat membayar klaim asuransi
jiwa total sebesar Rp.50.801.598,40 (lima puluk jut
delapan ratus ribu lima ratus Sembilan puluh
delapan rupiah empat puluh sen) kepada penggugat.

Analisa penulis dari putusan BPSK diatas bahwa

dengan mengabulkan gugatan penggugat ( Hermi

Sinurat) telah memberikan rasa keadilan bagi pihak

tertanggung yang telah beritikad baik sesuai dengan

yang telah diperjanjikan sebelumnya diantara para
pihak. Namun sebaiknya sebelumnya pihak perusahaan
asuransi diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk
melakukan pembelaan supaya tercermin rasa keadilan

diantara kedua belah pihak.
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Dari hasil putusan tersebut tergugat (perusahamam@si)

mengajukan keberatan dengan alasan :

- Ternyata hasilnya mengatakan bahwa yang

bersangkutan pada tanggal 29 September 2007
menjalani tindakan medis berupa pemasangan
gastronomy yaitu pemasangan alat bantu pencernaan
(berdasarkan surat keterangan dokter yang memeriksa
yangbersangkutan, tertanggal 14 April 2008)
Disamping itu yang bersangkutan pernah menjalani CT
Scan Nasopharing R.S. kanker Dharmais dan CT scan
Paru. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyakit
Karsinoma Nasofaring/ kanker pernafasan yang daleri
yang bersangkutan terjadi sebelum menyatakan diriny
tidak pernah menderita penyakit apapun dalam SPPA
yang ditandatangani tanggal 31 Maret 2007 dan
Pemulihan Polis 27 September 2007.

Atas dasar hal diatas, pelawan tidak membayarkag ua
nilai polis kepada istri almarhum.

Ternyata, proses persidangan BPSK DKI putusannya
menurut Tergugat bertentangan dengan prinsip-prinsi

hukum dan keadilan yang berlaku. Sehingga melakukan
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banding melalui Pengadilan Negeri Tangerang., denga
keberatan :

* Mardi Simarmata memberikan pemberitahuan yang
keliru atau tidak benar atas semua penyembuanyian
keadaan ataumisrepresentationrdalam SPPA, bahwa
dirinya tidak menderita penyakit apapun dan tidak
pernah menjalani pemeriksaan medis apapun sebelum
tanggal 31 Maret 2007 pada fakta sesungguhnya bahwa
sebelum tanggal tersebut alm Mardi Simarmata pernah
menjalani kemoterapi sebanyak 6 seri di RS Usada
Insani, Tangerang pada tanggal 6 Oktober 2006.

» Bahwa Mardi Simarmata telah terbukti memilih isian
SPPA pada bagian tanpa pemeriksaan medik, untuk
menghindari atau mengelabui fakta bahwa ia telah
berkali-kali melakukan tindakan medis, kemo dan-lai
lain.

* Adanya indikasi tipu muslihat terbukti dari faktahwa
majelis Arbiter dengan sengaja mengulur waktu untuk
menyelesaikan sengketa dan tidak pernah memberikan
kesempatan kepada pelawan (PT Avrist assurance)

untuk menyampaikan pembelaan secara berimbang dan
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patut, sedangkan seluruh dalil Hermi Simarmata

dipakai sebagai bahan pertimbangan putusan.

» Hal-hal tersebut diatas bertentangan dengan prinsip
prinsip asuransi.

Pertimbangan Hukum (Racio Decidendi)

Pasal 251 KUHD

- Akibat dari informasi yang tidak benar, penipuan,
mis representation berakibat pada batalnya
perjanjian asuransi atau batalnya polis.

- Bahwa pelawan bertanggung jawab memberikan
ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau
kerugian konsumen, akibat mengkonsumsi barang
atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
(alasan dari Arbritrase)tidak tepat mengingat
pembayaran klaim asuransi berbeda dengan
tuntutan ganti rugi, dikarenakan asuransi adalah
perjanjian pertanggungan sesuai ketentuan pasal 1
UU No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian.

- Sesuai ketentuan pasal 19 (5) UU No 8 Tahun 1999
tentang perlindungan  konsumen, ketentuan

sebagaimana pada ayat (1) dan 2 tidak berlaku
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apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa
kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang (Putusan No.

135/Pdt.Plw.BPSK/2012/PN.TNG tanggal 10 Mei

2012)

- Mengabulkan permohonan keberatan
pelawan/dahulu tergugat untuk seluruhnya

- Menyatakan putusan BPSK DKI Jakarta Nomor
092/Pts.A/BPSK-DKI/II/2012 tanggal 2 Februari
2012 batal demi hukum

- Menghukum terlawan/ dahulu penggugat untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,-(tiga
ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Dari putusan tersebut diatas terlawan /Tergugat

mengajukan keberatan dan mengajukan kasasi serta

tidak sependapat dengan analisa dan pertimbangan

hukum atas putusan PN Tangerang dan sependapat

dengan putusan BPSK DKI (putusan terlampir)

Menurut penulis, putusan dari Pengadilan Tinggi

tersebut di atas sangat tidak berdasarkan kepada

keadilan karena apabila mendasarkan pasal 251 KUHD,

yang menyatakan akibat informasi yang tidak benar
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karena penipuan ataumisreprensentasi berakibat

batalnya

Putusan Mahkamah Agung (Putusan No.560

K/Pdt.Sus/2012)

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian

- Menghukum tergugat untuk membayar klaim
asuransi jiwa atas nama alm Mardi Simarmata sesuai
total Sum Insured sebesar Rp. 50.801.598,40 (lima
puluh juta delapan ratus satu ribu lima ratus
Sembilan puluh delapan rupiah empat puluh sen)
kepada penggugat

- Menolak gugatan penggugat sebagian.

Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung

Bahwa alasan kasasi dibenarkprdex factitelah salah
menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai
berikut :

1) Bahwa tidak ada ketentuan/pasal dalam
Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen yang menyatakan

perselisihan dalam pelaksanan perjanjian
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asuransi tidak dapat diselesaikan melalui
BPSK;
2) Bahwa sesuai isi pasal 2 butir a UU No. 2
Tahun 1992 harus diartikan sebagai salah
satu bentuk kegiatan yang berkaitan
dengan keuangan muntadis bergerak di
bidang ekonomi
3) Bahwa para pihak telah menentukan
pilihan hukum dengan memilih cara
penyelesaian sengketa dengan cara
arbitrase No.092/PCP/BPSK-DKI/X1/2011
sehingga status quo masuk dalam
kewenangan BPSK
Menurut pandangan penulis, putusan Mahkamah Agung
telah tepat dengan memutuskan PT Avrist Assuramtek
membayar klaim kepada ahli waris tertanggung sebiega
50.801.598,40 (lima puluh juta delapan ratus sdéiu lima
ratus Sembilan puluh delapan rupiah empat puluh). sen
Berdasarkan pasal 251 KUHD bahwa tertanggung memang
sewaktu melakukan penutupan perjanjian asuransndmmang
menyatakan tidak menderita penyakit apapun, pehy@kinan

dan sebagainya, namun dalam perjalanan yang bé&rgang
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menderita tidak suatu penyakit yang menyebabkarhdras
melakukan kemo, CT Scan Dalam perjalanan pemulitodis
tertanggung kembali menuliskan ia tidak memilikinypakit
apapun, padahal sebelumnya ia kemoterapi sebangaki @i

RS Usada Insani, Tangerang. Namun Penanggung telah
menandatangani polis tersebut dan dibesikan kepada
tertanggung, seharusnya penanggung melakukan ae§ atas
keterangan tertanggung yang kedua saat melakukaulipan
polis.Keterangan yangpertama kali diberikan oletatggung
sebelum dia menerbitkan polis.Sesuai dengan pehgapalis
pasal 251 KUHD tidak dapat dipergunakan sebagasaala
penanggung untuk tidak bertanggung jawab membagam k
asuransi. Berdasarkan hati nurani pasal ini suidik sesuai

lagi yang selalu mengharuskan tertanggung yang sharu
memberikan  keterangan kepada penanggung, namun
berdasarkan penanggung juga harus berinisiatif kuntu
menanyakan kepada tertanggung, karena apabilanggttag
tidak ditanya, maka ia tidak akan menjelaskan lkaredak
mengetahui dan tidak paham tentang pemberian ket@na
kepada penanggung.

3. Putusan No. 1093 K/Pdt/201qterlampir)

Duduk Perkara

112|Zahry Vandawati, S.H.,M.H.



Direktur Utama Pt Asuransi Jiwasraya, berkedudukaialan.

Ir. H. Juanda No. 34 Jakarta Cq Branch Manager BUra\si

Jiwasraya cabang Jayapura, berkedudukan di Jalan

Samratulangi No. 7 APO Jayapura, sebagai PemohsasK

Melawan

Drs. Kusno Widayat bertempat tinggal di Jalan KPFFRDBNoO.

10 Skyline Indah RT 05, RW 04 Kelurahan Vim Kecaamnat

Jayapura Selatan, sebagai termohon kasasi.

- Tanggal 17 Desember 2007 Alm Sri SunaryantiAsiyah S
(istri Drs Kusno Widayat)mengikuti program asurajnsa
di PT Asuransi Jiwasraya dengan no polis GH 0017980
tertanggal 18 Desember 2007, atas bujukan agen PT
Asuransi Jiwasraya Sdr. A. Ghafur.

- Total premi yang sudah dibayar lunas adalah seli®par
84.284.200,- (Delapan puluh empat juta dua ratlapda
puluh empat ribu dua ratus rupiah) dengan nomaaRksi
0350683.

- Faedah dari asuransi apabila Ny. Sri Suryanti Asi$aE
pada tanggal 1 Desember 2019 masih hidup atau ggalin
dunia sebelum tanggal 1 Desember 2019 adalah $Besa
Rp. 70.000.000,- atau Rp. 210.000.000 (Dua ratpsise
juta rupiah).
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Penerima manfaat adalah Kusno Widayat (suami) dan
Andika Ezra Saputro (putra dari Sri Suryanti Aslyah

Pada bulan Januari 2008 Sri Suryanti Asiyah mengala
sakit pembengkakan di sekitar leher yang diperdtea dr.
Asep Usmanto dan di rawat selama 1 minggu di R3IITk
Marthen Indey Jayapura, yang kemudian di rujuk K& R
Darmais Jakarta dan RSP Angkatan darat Gatot Subrot
Jakarta.

14 hari setelah dirawat di Jakarta pada tanggdtebtuari
2008 Sri Suryanti Asiyah Meninggal di RSP Gatot 1Stdp
karena sakit pembengkakan kelenjar leher.

Tanggal 3 Mei 2008 suami dr Sri Suryanti Aisiyahysko
Widayat mengajukan klaim ke PT Asuransi Jiwasraya
Branch Jayapura.

Namun pengajuan klaim tersebut diatas tidak pertiah
bayar oleh PT Asuransi Jiwasraya dan membatalkésa po
nomor GH- 001560799 atas nama Sri Suryanti Aisiyah
secara sepihak, serta akan mengembalikan premitgéaig
disetor sebesar Rp. 84.284.200,- (Delapan pultdr qua

ratus delapan puluh empat dua ratus rupiah).
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- Dari hal tersebut diatas suami Sri Suryanti Aisiyglisno
Widayat) mengajukan permohonan kepada Pengadilan
Negeri Jayapura agar :

a. Menyatakan menerima gugatan Penggugat

b. Menyatakan bahwa polis nomor GH-001560799 atas
nama Sri Suryanti Asiyah adalah sah demi hukum.

c. Menyatakan pembatalan perjanjian polis nomor GH-
001560799 atas nama Sri Suryanti Asiyah adalah
perbuatan melawan hukum.

d. Memerintahkan agar PT Asuransi Jiwasraya membayar
klaim asuransi Penggugat sebesar Rp. 210.000.000,-
(Dua ratus sepuluh juta rupiah).

e. Mengganti kerugian penggugat sebesar Rp. 64.700.000
(denam puluh emapat juta tujuh ratus ribu rupiah).

f. Menghukum tergugat membayar uang paksa secara
tanggung renteng kepada penggugat sebesar Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari ketebatan
melaksanakan putusan dalam perkara ini.

g. Menghukum tergugat membayar biaya perkara.
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Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No.

81/Pdt.G/2008/PN. JPRTanggal 7 April 2009 :

- Menyatakan perjanjian asuransi dengan polis nontdr G
001560799 atas nama Sri Suryanti Asiyah S.E adsdhh
demi hukum.

- Menyatakan tindakan tergugat membatalkan polisaasur
dengan nomor polis GH-001560799 atas nama Sri
Suryanti Asiyah S.E secara sepihak adalah merupakan
perbuatan melawan hukum.

- Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada
penggugat sebesar 1% x Rp. 21.000.000,- (duapuaiwh s
juta rupiah) perbulan terhitung sejak tanggal 14ddaber
2008 samapai tergugat membayar faedah asurarsboers
kepada penggugat secara tunai.

Putusan Pengadilan negeri tersebut dikuatkan cdelgdelilan
Tinggi Jayapura dengaputusan No. 36/PDT/2009/PT.JPR
tanggal 21 Oktober 2009.

Menurut pandangan penulis putusan Pengadilan Negeri
tersebut diatas telah memenuhi rasa keadilan, &aren
tertanggung yaitu Sri Suryanti Asiyah S.E telahtl@&d baik
mengikuti program asuransi yang ditawarkan olehABUransi

Jiwasraya dengan membayar lunas premi tersebutrdéegan
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dan pernyataan tertanggung atas riwayat dirinydntediberikan
kepada penanggung dan telah disetujui dan di tandangi
oleh pihak penanggung.Oleh karena itu tidak adsaaldagi
penanggung untuk menolak klaim yang diajukan ahérisv
tertanggung dengan alasan bahwa tertanggung tidak
memberikan penjelasan bahwa sebelum mengikuti @nogr
asuransi pernah dioperasi dan menderita penyakikeka
payudara. Tidak ada hubungan antara sakit pembkaigka
leher tertanggung dengan sakit yang diderita tggang
sebelum mengikuti program asuransi pada PT Asuransi
Jiwasraya, apalagi dinyatakan oleh keterangan niR8RAD
Gatot Subroto bahwa riwayat kanker payudara tetsebu
diketahui sejak 15 hari bengkak pada leher, sehirttg ini
tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak membé&iam
yang diajukan ahli waris dari Sri Suryanti Asiyalk S

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1093
K/Pdt/2010:

Menolak permohonan kasasi dari Direktur Utama PUir&ssi
Jiwasraya, menghukum Tergugat membayar biaya @efRpr
500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menurut analisa penulis putusan Mahkamah Agung kuntu

kasus tersebut diatas tidak secara eksplisist nudogh PT
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Asuransi Jiwasraya jayapura untuk membayar klaimpa#ea
Kusno Widayat selaku suami dan ahli waris dariateggung,
bahkan tidak dinyatakan dalam amar putusan Mahkamah
Agung tersedbut menguatkan putusaclex facti (Putusan
Pengadilan  Tinggi). Semestinya agar memudahkan
pelaksanaan putusan, sebaiknya secara eksplisitetssdbut
harus ada dalam amar putusan Mahkamah Agung.

4. Putusan No. 241 PK/Pdt/201{terlampir)

Duduk Perkara

PT Asuransi Jiwa Sequis Life, berkedudukan di jalandral

Sudirman Kav. 21 Jakarta Selatan, selaku pemohoinjpaan

kembali.

Melawan

Evi margaretha Sinaga, bertempat tinggal di jalayKMas

Timur Nomor 55, RT 05/RW 10 Pulo Gadung JakartauFim

selaku termohon penunjauan kembali.

- Bahwa tanggal 01 Februari 2004 suami penggugat Alm
Harris Ependi Sitorus (tertanggung) telah membuat d
menandatangani perjanjian polius asuransi jiwa deng
nomor polis asuransi 20044902378-N untuk jangkatwak

asuransi selama 18 tahun.
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- Bahwa adanya pengisian form aplikasi Kids Plan Alm.

Harris Ependi Sitorus, yang dalam surat tersebatua@pan

terima kasih telah bergabung dan kepercayaan Alantidd

Ependi Sitorus pada PT Asuransi Jiwa Sequis Life.

- Adanya pembayaran premi sebesar Rp. 216.000,-psetia

bulan selama 18 bulan yang dilakukan oleh Alm. Warr

Ependi Sitorus yang dibayarkan melalui kartu Kr&{CA

dimana pembayaran terakhir pada tanggal 3 marét. 200

- Manfaat yang akan diterima oleh tertanggung dengan

mengikuti perjanjian asuransi jiwa dalam polisadalah :

a.

Jumlah uang pertanggungan jika tertanggung meningga
dunia adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua pufoa li

juta rupiah).

. Total dana pendidikan (Kids Plan0 apabila meninggal

dunia dalam masa pembayaran premiu dan saat
tertanggung meninggal dunia polis masih berlakunaka
dibayarkan santunan sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga
puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

. Ditambah dengan pembayaran sesuai jadwal untulatsyar

khusus Kids Plan yang belum dibayar jika tertanggun

meninggal dunia dalam masa pembayaran premi dan
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polis menjadi bebas dengan total dana sebesar Rp.

37.500.000,- (tiga lupuh tujuh juta lima ratus riogpiah).
d. Rincian syarat khusu Kids Plan apabila polis masih

berlaku pada:

» 1 Februari 2010 dibayarkan Rp. 3.750.000,-

e 1 Februari 2016 dibayarkan Rp. 5.000.000,-

e 1 Februari 2019 dibayarkan Rp. 10.000.000,-

* 1 Februari 2022 dibayarkan Rp. 18.750.000,-
Ahli waris dari Alm. Harris Ependi Sitorus adalakeriur
parasian Sitorus (anak alm) dan Evi Margarethadairgestri
alm).
Tanggal 4 Maret 2005 Harris Ependi Sitorus menihgga
dunia di RSCM Jakarta karena gagal ginjal. Tangddhret
2005 istri alm. Harris Ependi Sitorus mengajukaairkl
asuransi dengan melengkapi syarat-syarat yang telah
ditentukan yaitu : polis asli, kuitansi pembayareenpi
terakhir, foto copy kartu keluarga, foto copy akematian,
formulir pengajuan klaim ahli waris, tanda pengeahli
waris, surat keterangan dokter tentang sebab-sebab
kematian, surat kerangan kematian, medical recaridat.

Harris Ependi Sitorus.
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- Bahwa tanggal 11 April 2005 pihak tergugat PT Agmara
Jiwa Sequis Life memberikan surat penolakan klaim
asuransi kepada penggugat, nilai klaim asurang génlak
sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta h)pidan
tergugat hanya mau memberikan uang duka sebes®&Rp.
3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan syarat mergyisat
pernyataan tidak akan mengajukan tuntutan kepagadat,
yang hal ini ditolak oleh penggugat.

- Yang kemudian penggugat sebagai istri alm. Harpendi
Sitorus mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.

437/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Setanggal 26 Januari 2006 :

- Menyatakan perjanjian Polis Asuransi Jiwa yang alibu
Alm. Harris Ependi Sitorus yang dibuat tanggal 1
Februari 2004 adalah sah menurut hukum.

- Memerintahkan tergugat membayar kepada penggugat
(istri alm. Harris Ependi Sitorus) membayar uang
pertanggungan kematian sebesar Rp. 62.500.000,-
(Enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan
mebayar Kids Plan kepada penggugat :

e 1 Februari 2010 dibayarkan Rp. 3.750.000,-
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e 1 Februari 2016 dibayarkan Rp. 5.000.000,-
e 1 Februari 2019 dibayarkan Rp. 10.000.000,-
e 1 Februari 2022 dibayarkan Rp. 18.750.000,-

- Memerintahkan kepada tergugat untuk memberikan aemu
dokumen-dokumen asliu termasuk polis asuransi yang
penting dalam pembuktian dan merupakan milik pegggu
selama tergugat belum memenuhi kewajibannya kepada
penggugat membayar sejumlah uang pertanggungan.

- Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 329.000,- (Tiga ratus dua puluh sembitbeu
rupiah).

Menurut analisa penulis putusan dari PN Jakartat&eltelah

memberikan keadilan kepada penggugat selaku ahis \dari

alm. Harris Ependi Sitorus. Pihak ahli waris teladritikad
baik melakukan kewajibannya sesuai yang telah gipgkan
dalam polis asuransi asuransi, namun sebaliknyakgérgugat
tidak beritikad baik dengan hanya membayar uang #tebada
ahli waris tertanggung, yang hal ini tentunya pegamg tidak
melaksanakan kewajibannya selaku penanggung ydab te
menerima pengalihan risiko dari tertanggung. Pddaha
seharusnya apa yang telah diperjanjikan dalam rpea

asuransi yang telah ditandatangani dan disetujuiawal
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perjnjian harus ditaati dan dilaksanakan oleh kebtetah

pihak.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.

351/Pdt/2006/PT.DKltanggal 26 Februari 2007 :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta aelat

Nomor 437.Pdt.G/2005/PN.Jkt.Sel.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1641.K/Pdt/2007

tanggal 12 April 2010:

- Membatalkan  putusan  Pengadilan  Tinggi No.
351/Pdt/2006/PT.DKI tanggal 26 Februari 2007 dan
membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakartat&elar
Nomor 437/Pdt.G/2005/Pn.Jkt Sel tanggal 26 Jara(d6.

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian

- Menyatakan polis asuransi jiwa yang dibuat oleh Alm
Harris Ependi Sitorus sebagai suami penggugat aenga
tergugat tanggal 1 Februari 2004 adalah sah menurut
hukum.

- Memerintahkan kepada tergugat untuk membayar kepada
penggugat uang pertanggungan kematian suami peaiggug
sebesar Rp. 62.500.000,- (enampuluh dua juta lehasr
ribu rupiah) dan memerintahkan kepada tergugat

membayarkan Kids Plan kepada Penggugat :
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- 1 Februari 2010 dibayarkan Rp. 3.750.000,-

* 1 Februari 2016 dibayarkan Rp. 5.000.000,-

e 1 Februari 2019 dibayarkan Rp. 10.000.000,-

* 1 Februari 2022 dibayarkan Rp. 18.750.000,-
Memerintahkan kepada tergugat untuk memberikan aemu
dokumen asli termasuk polis asuransi penting dalam
pembuktian dan merupakan milik penggugat selama
tergugat belum memenuhi kewajibannya kepada per=ggug
membayar sejumlah uang pertanggungan

Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkamndal
semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi
ditetapkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Putusan dari Mahkamah Agung ini sebenarnya sama
dengan putusan yang diberikan dalam tingkat petayadi
Negeri, sudah memberikan keadilan kepada ahli waris
tertanggung yang mencari keadilan. Perlindungaradep
tertanggung yang telah beritikad baik melaksanakan
kewajibannya pada saat membuat perjanjian dan gaata
pelaksaaan perjanjian telah dipenuhi oleh tertanggu
namun tidak demikian dengan penanggung. Untuk itu
putusan dari Mahkamah Agung ini menurut penuliahel

mencerminkan keadilan bagi ahli waris tertangguaggy
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telah beritikad baik sejak dari pra perjanjian assr

dibentuk sampai dengan pelaksanaan perjanjianresura

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dengamoXo
241 PK/Pdt/2011 :

Bahwa Judex Juris telah melakukan kekhilafan ateaus
kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan mengadili
perkara A quo dengan memperhatikan Pasal 251 KUWHD |
Pasal 1321 BW jo pasal 1328 BW jo Pasal 1449 BW.
Ketentuan tersebut mengatur bahwa penanggung
mempunyai hak untuk menuntut pembatalan perjanjian
asuransi bilamana diketahui adanya unsur penuigaag
dilakukan oleh tertanggung.

Judex Juris juga harus memperhatikan Pasal 1338laya
BW jo pasal 2 ayat 3 syarat-syarat umum polis Assira
Jiwa Perorangan dengan Nilai tunai (Perjanjian Assil)

Lain-lain baca lampiran.

Menurut penulis pertimbangan peninjauan kembalii dar

Mahkamah Agung yang salah menerapkan hukum dengan

alasan-alasan tersebut diatas sangat tidak belkxeaBiadahal
diketahui bahwa pasal-pasal yang disebutkan daadiklgn
alasan telah disebutkan dalam putusan kasasi Msdika

Agung dan telah diputuskan dengan tepat menurutligen
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Alasan Tertanggung terdapat keterangan yang diseyrkaun
terlalu diada-adakan oleh penanggung untuk menginda

membayar klaim kepada ahli waris tertanggung. Sudah

semestinya apabila tertanggung telah beritikad loEkgan

memberitahukan riwayat kesehatan,

penanggung

telah menandatangani,

membayar preani d

maka penanggung

membayar klaim yang diajukan oleh ahli waris tegtamg.

Manusia tidak mengetaui kapan akan meninggal daenka

sakit atau penyebab lain atas kematiannya, oleknkaya

menurut penulis, sebaiknya penanggung membayarkam k

yang diajukan oleh ahli waris tertanggung.

Untuk lebih memudahkan maka dari 4 kasus terselatad

penulis buat dalam bentuk tabel :
RINGKASAN PUTUSAN MA TENTANG ITIKAD BAIK

PASAL 251 KUHD

N Register/Tgl Pokok Kaidah Fakta Dalam Putusan MA/Rasio
o Perkara Masalah Hukum Persidangan Decidendi

1. 560 Itikad baik | Apakah Bahwa Mengabulkan gugatan
k/pdt.Sus/2012 | dalam Tertanggung | perbuatan penggugat sebagian
Mengadili perjanjian beritikad baik | tergugat yang Menghukum tergugat
dalam tingkat asuransi harus telah membayar klaim
Kasasi, perkara| dan dilindungi menandatangan]  asuransi jiwa atas alm
antara : pemberian | dan diberikan | polis dan Mardi Simarmata
- Hermi Sinurat, | nilai santunan memberikannya| sesuai total Sum
Penggugat asuransi klaim kepada Insured sebesar Rp.
untuk Kasasi, asuransi tertanggung 50.801.598,40 (lima
dahulu kepada ahli merupakan puluh juta delapan
penggugat- warisnya pernyataan yang ratus satu ribu lima
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terbanding menandakan ratus sembilan puluh
MELAWAN bahwa tergugat delapan rupiah empat
- PT Auvrist menyetujui puluh sen) kepada
Assurance, polis tersebut penggugat
tergugat dalam dengan Menolak gugat
kasasi, dahulu penggugat sebagian
tergugat- -Dalam putusan BPSK
terbanding, mengabulkan gugatan
penggugat penggugat, Hermi
(Pengadilan Sinurat, menghukum
Negeri), tergugat membayar
penggugat klaim asuransi sebesa
(BPSK) Rp. 50.801.598,40
(lima puluh juta
delapan ratus satu rib
lima ratus sembila
puluh delapan rupiah
empat puluh sen)
kepada penggugat
Dalam Putusan
Pengadilan Negeri
mengabulkan
permohonan tergugat
untuk seluruhnya,
menyatakan putusan
BPSK batal demi
hukum, menghukum
penggugat membayar
biaya perkara sebesa
Rp. 366.000,- (tiga
ratus enam puluh
enam ribu rupiah)
538 Itikad baik | Tertanggung | - Rusli sebagai Menyatakan menolak
K/PDT/2006 dalam yang tertanggung permohonan kasasi
mengadili perjanjian beritikad baik | yang pemohon (PT
tingkat kasasi asuransi harus meninggal Asuransi jiwa Eka
perkara antara : mendapatkan | dunia pada life)
PT Asuransi perlindungan tanggal 30 Menghukum pemohorj
Jiwa Eka Life april 2003 dan kasasi untuk
Pusat cq sebagai membayar biaya
Asuransi Jiwa nasabah perkara
Eka Life Asuransi Jiwa | - ------m-mm-mmmmmeeeeee-
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Cabang Banda
Aceh selaku
penggugat
untuk kasasi,
dahulu tergugat
(banding)
MELAWAN

Ny. Rosita,
tergugat dalam
kasasi, dahulu
penggugat
(banding)

Eka Life
dengan nomor
polis
04.040.2002.0
0006.

- Rosita sebagai
ahli waris alm
Rusli
penerima
manfat
asuransi.

- Dalam Putusan

Pengadilan Tinggi
menyatakan :
membatalkan putusan
Pengadilan Negeri
AcehNo.
18/Pdt.G/2004/PN-
BNA tanggal 3
Agustus 2004,
Menghukum tergugat
membayar klaim
asuransi kepada
penggugat sebesar
80% dari uang
pertanggung Rp.
250.000.000,- yaitu
Rp. 200.000.000,-
(dua ratus juta) tanpa
syarat.

Dalam Putusan
Pengadilan Negeri
adalah mengabulkan
gugatan penggugat
sebagian, menyataka
penggugat sebagai
orang yang ditunjuk
untuk menerima
manfaat polis nomor
04.040.2002.00006,
menghukum tergugat
untuk mengembalikan
premi kepada
penggugat sebesar R
6.920.000 (enam juta
Sembilan ratus dua
puluh ribu rupiah),
menolak gugatan
penggugat untuk
selain dan selebihnya
membebankan biaya
yang timbul dalam
perkara ini kepada
penggugat sebesar R

D.

D.
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148.000,- (seratus
empat puluh delapan
ribu rupiah)

1093
K/Pdt/2010
Mengadili
dalam tingakt
kasasi , perkara
antara: - -
Direktur Utama
PT Asuransi
Jiwasraya Cq
branch manage
PT asuransi
Jiwasraya
MELAWAN
- Drs. Kusno
Widayat

Itikad baik
dalam
perjanjian
asuransi

Tertanggung
yang
beritikad baik
harus
mendapatkan
perlindungan
hukum

- Bahwa alm
Sri Suryanti
mengikuti
program
asuransi PT
Jiwa sraya
dengan
nomor polis
GH
0011560799

- Bahwa ahli
waris belum
dibayarkan
manfaat
asuransi oleh|
penanggung
sejak
tertanggung
meninggal
dunia
tanggal 1
Desember
2009

-Menolak permohonan
kasasi dari pemohon
kasasi Direktur Utama
PT Asuransi Jiwasraya,
menghukum pemohon
kasasi/ tergugat untuk
mebayar biaya perkara
sebesar Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah)

- Dalam Putusan
Pengadilan Negeri
mengabulkan
gugatan penggugat
untuk sebagian,
menyatakan bahwa
perjanjian asuransi
polis nomor GH-
001560799 atas
nama Sri Sunaryanti
asiyah sah demi
hukum, nebyatakan
tindakan tergugat
membatalkan
perjanjian asuransi
polis no GH-
001560799 atas
nama Sri Sunaryanti
Asiyah secara
sepihak adalah
merupakan
perbuatan melawan
hukum, menfhukum
tergugat membayar
tunai faedah asuransi
kepada penggugat
sebesar Rp.
210.000.000,- (dua
ratus juta rupiah)
sesuai dengan polis
asuransi,
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menghukum
tergugat untuk
membayar ganti rugi
kepada penggugat
sebesar 1% X Rp.
21.000.000,- (dua
puluh satu juta
rupiah) perbulan
terhgitung sejak
tanggal 14
Desember 2008
sampai dengan
tergugat membayar
faedah asuransi
tersebut kepada
penggugat secara
tunai.

241
PK/Pdt/2011
mengadili
dalam tingkat
kasasi, perkara
antara :

- PT Asuransi
Jiwa Sequis
Life, Pemohon
Peninjauan
Kembali,
dahulu sebagai
termohon
kasasi/tergugat
/pembanding
MELAWAN

Evi Margareta
Sinaga,
termohon
Peninjauan
Kembali dahulu
sebagai
pemohon
kasasi/penggugs
t/terbanding

Itikad baik
dalam
perjanjian
asuransi

i1

Tertanggung
yang
beritikad baik
harus
mendapatkan
perlindungan
hukum

-Termohon
kasasi meminta
untuk
peninjauan
kembali
terhadap
putusan
mahkamah
Agung RI
nomor 1641
K/Pdt/2007
yang telah
berkekuatan
hukum tetap
Bahwa tanggal
1 februari 2004
suami
penggugat alm
Haris Ependi
Sitorus telah
dibuat dan
ditandatangani
perjanjian polis
asuransi jiwa
dengan pihak

Menolak
permohonan
peninjauan kembali
dari pemohon
peninjauan kembali
PT Asuransi Jiwa
Sequis Life,
menghukum
Pemohon peninjaual
kembali untuk
membayar biaya
perkara dalam
pemeriksaan
peninjauan kembali
sebesar Rp.
2.500.000,- (dua jutd
lima ratus ribu
rupiah)

Putusan Pengadilan
Negeri mengabulkan
gugatan penggugat
untuk sebagian,
menyatakan
perjanjian polis

n

tergugat asuransi jiwa yang
(penanggung) dibuat oleh alm
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dengan nomor
polis
2004902378-N
untuk jangka
waktu asuransi
selama 18 tahun
- Bahwa
manfaat yang
dengan
mengikuti
perjanjian
asuransi jiwa
tersebut
adalah jumlah
uang
pertanggunga
n juka
tertanggung
meninggal
dunia Rp.
25.000.000,-
(dua puluh
lima juta
rupiah), total
dana
pendidikan
anak (kids
plan) apabila
meninggal
dunia dalam
masa
pembayaran
premi pada
saat
tertanggung
meninggal
dunia polis
masih berlaku
akan
dibayarkan
santunan
sebesar Rp.
37.500.000,-
(tiga puluh

harris Ependi Sitorug
sebagai suami
penggugat dengan
tergugat apada
tanggal 1 Februari
2004 adalah sah
menurut hukum,
memerintahkan
tergugat untuk
membayar kepada
penggugat uang
pertanggungan
kematian suami
penggugat sebesar
Rp. 62.500.000,-
(enampuluh dua jutal
lima ratus ribu
rupiah) dan
memerintahkan
tergugat membayar
Kids plan kepada
penggugat pada
tanggal 1 Februari
2010 dibayarkan Rp
3.750.000,- pada
tanggal 1 Februari
2016 dibayarkan Rp
5.000.000,- pada
tanggala 1 Februari
2019 dibayarkan Rp
10.000.000,-, pada
tanggal 1 Februari
2022 dibayarkan Rp
18.750.000,-,
memerintahkan
kepada tergugat
untuk memberikan
semua dokumen asl
termasuk polis
asuransi yang
penting dalam
pembuktian dan
merupakan milik
penggugat selama
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tujuh juta lima

tergugat belum

ratus lima memenuhi
ratus ribu kewajibannya
rupiah), kepada penggugat
bahwa yang membayar sejumlah
berhak uang pertanggungari
menjadi ahli menolak gugatan
waris dan penggugat
menerima selebihnya,
uang menghukum
pertanggunga tergugat untuk
n serta membayar biaya
manfaat lain perkara yang ditaksi
dalam polis sejumlah Rp.
adalah Benhu 329.000,- (tiga ratus
parasian duapuluh Sembilan
Sitorus anak ribu rupiah)
tertanggung | - -m---mmeemmmemmeemmeeeeo
dan Epi Putusan Pengadilan
margareta Tinggi membatalkan
Sinaga istri putusan Pengadilan
almarhum Negeri Jakarta
Selatan, menolak
gugatan penggugat
untuk seluruhnya,
menghukum
penggugat/terbandin
g untuk membayar
biaya perkara dalam
kedua tingkat
peradilan yang
dalam tingkat
banding sejumlah
Rp. 300.000,- (tiga
ratus ribu rupiah)
Putusan Mahkamah
Agung Mengabulkan
permohonan kasasi
dari pemohon kasas
Evi Margareta
Sinaga,
membatalkan
putusan Pengadilan
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Tinggi,
mengabulkan
gugatan penggugat
untuk sebagian,
menyatakan
perjanjian polis
asuransi jiwa yang
dibuat oleh alm
harris Ependi Sitorus
sebagai suami
penggugat dengan
tergugat apada
tanggal 1 Februari
2004 adalah sah
menurut hukum,
memerintahkan
tergugat untuk
membayar kepada
penggugat uang
pertanggungan
kematian suami
penggugat sebesar
Rp. 62.500.000,-
(enampuluh dua jutd
lima ratus ribu
rupiah) dan
memerintahkan
tergugat membayar
Kids plan kepada
penggugat pada
tanggal 1 Februari
2010 dibayarkan Rp
3.750.000,- pada
tanggal 1 Februari
2016 dibayarkan Rp
5.000.000,- pada
tanggala 1 Februari
2019 dibayarkan Rp
10.000.000,-, pada
tanggal 1 Februari
2022 dibayarkan Rp
18.750.000,-,
memerintahkan
kepada tergugat
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untuk memberikan
semua dokumen asl
termasuk polis
asuransi yang
penting dalam
pembuktian dan
merupakan milik
penggugat selama
tergugat belum
memenuhi
kewajibannya
kepada penggugat
membayar sejumlah
uang pertanggungar,
menolak gugatan
penggugat
selebihnya,
menghukum
tergugat untuk
membayar biaya
perkara dalam
tingkat peradilan
yang dalam tingkat
kasasi sebesar Rp.
500.000,- (lima ratus
ribu rupiah)

4.2 Penyelesaian Sengketa Melalui BMAI

Penyelesaian sengketa yang terjadi pada asurdasi se
dengan negosiasi atau musyawarah terlebih daAylabila
melalui musyawarah tidak menemui kesepakatan naaigkéh

selanjutnya adalah dengan proses metiadlediasi yang

*  Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang

mengikutsertakan pihak ketiga sebagai penegah étwelli yang bisa
diterima oleh pihak yang bersengketa, untuk melakukpaya penyelesaian
secara musyawarah antara para pihak yang bersangketan mediator
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dibantu oleh pihak ketiga dengan perundingan yaeighl
efektif dan efisien.Pihak ketiga disini harus meknil
pengetahuan tentang prosedur negoisasi serta paleagenai
subtansi yang disengketakan.Pihak ketiga ini diselemgan
mediator. Fungsi dari seorang mediator ad4lah

1. Memperbaiki kelancaran komunikasi antara para
pihak yang biasanya ada hambatan dan sekat
psikologis.

2. Mendorong terciptanya suasana yang kondusif
untuk memulai perundingan yang fair.

3. Secara tidak langsung memberi wawasan kepada
para pihak tentang proses dan substansi
perundingan yang sedang berlangsung.

4. Mengklasifikasikan masalah-masalah substansial
dan kepentingan masing-masing pihak.

Proses mediasi adalah melalui lembaga Badan Mediasi

Asuransi Indonesia (BMAI). BMAI merupakan lembaga

independen yang memiliki mediator-mediator yang

berperan sebagai fasilitator dalam mediasi, tidaeknitiki wewenang untuk
mengeluarkan putusan, tidak berpihak pada salabh g#tak yang
bersengketa, dan memberikan jaminan berupa kepecalepada para
pihak untuk membantu menciptakan strategi baru gnaacapaiwin-win
solution

*‘SoehartoMediasi dan PerdamaiarMahkamah Agung Republik
Indonesia, Jakarta, 2005, h. 18.
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berkompeten dan berintegritas dalam menyelesaiuagksta
klaim atas manfaat polis asuransi.BMAI didirikan dpa
tanggal 12 Mei 2006 dan resmi beroperasi sejakezbetnber
2006. BMAI ini merupakan sebuah badan hukum betbent
perhimpunan, berasaskan Pancasila, berlandaskaanghd
Undang dasar 1945, melakukan kegiatan dibidangilspang
didirikan oleh Asosiasi-asosiasi Usaha Perasumnsia
Indonesia, yaitu Asosiasi Asuransi Umum Indonesiall),
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJi), dan Assisia
Asuransi Jaminan Sosial Indonesia (AAJSI). Pad&ketkya
BMAI adalah suatu lembaga penyelesaian sengketenatif
yang melaksanakan proses mediasi. BMAI beranggotaka
semua perusahaan asuransi umum, asuransi jiwaanasur
jaminan sosial dan perusahaan reasuransi yang pegkda
jin untuk beroperasi di Indonesia.Sejak berdiringAI
telah menerima 200 klaim.Kasus yang tergolong dalam
yuridiksi BMAI sebanyak 130 kasus dan sengketa yardah
diselesaikan sebanyak 117 kasus. Sisanya masim gatses.
45

Tidak semua sengketa dapat dibawa ke BMAI, karena

sengketa yang diproses adalah sengketa yang teajadra

“*Tanpa nama,Sengketa Klaim Asuransi Akan
Meningkapwww.Koran Jakarta.com, diakses pada tanggal 2R1a3a2011.
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pemegang polis (tertanggung) dengan perusahaaranasur
(penanggung). Sebelum tahun 2010 nilai maksimaglsa
klaim asuransi yang ditangani BMAI maksimal sebé&§ai300
juta untuk asuransi jiwa dan jaminan sosial dansima&l Rp
500 juta untuk asuransi umum. Mulai tahun 2010 inila
maksimal sengketa klaim 18 asuransi yang ditan@Al
sebesar Rp 500 juta untuk asuransi jiwa dan jansoaral dan
maksimal Rp 750 juta untuk asuransi unmfim.. Adapun
sengketa yang tidak dapat dibawa ke BMAI adalah
menyangkut penetapan harga premi, Kkebijakan yang
berhubungan dengan suku bunga dan biaya-biayadastan
aktuaria dan ketentuan yang telah berlaku umum.

Penolakan pembayaran klaim oleh penanggung kepada
tertanggung dengan alasan klaim tidak dijamin plelis dapat
dilakukan upaya penyelesaian ke BMAI dengan pesasgar
tertentu. Sebelum sampai ke BMAI harus ada proseggjuan
klaim dari tertanggung ke penanggung, kemudian @daes
pemeriksaan klaim oleh penanggung. Apabila perasaha
asuransi menolak klaim dari pemegang polis makaushar

menyampaikan tembusan surat penolakan ke BMAI tdiser

*Ibid.
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ringkasan klaim serta alasan penolakan. Perusaasamansi
juga harus menyampaikan semua dokumen klaim kepada
BMAI dalam bentukhard copy Dokumen tembusan tersebut
digunakan untuk menganalisa setiap kalim yang masuk
sehingga dapat dibuat kesimpulan awal dan menemtakah
penyelesaian yang akan ditempuh selanjutnya apabila
tertanggung datang ke BMAI. Apabila dalam kesimpidsval
mediator tidak sependapat dengan penolakan olalsgiesan
asuransi, mediator segera menghubungi perusahaak un
membahas kasus tersebut, dan diharapkan mengmasilka
kesepakatan penyelesaian yang dapat diberikan &epad
pemegang polis.

Tertanggung yang ingin menyelesaikan sengketa
melalui BMAI, maka harus mendaftarkan sengketaetars
Pendaftaran perkara dapat dilakukan pemegang @gehgan

cara mengirim surat ke kantor BMAI atau secara nenli

melalui situs BMAI dengan alamatvw.bmaindo.com

Pada tahap awal yang dilakukan BMAI dalam
menyelesaikan sengketa lewat mediasi. Apabila ttdedapat
kata sepakat antara mediator dengan perusahaana mak
mediator akan melakukan pendekatan kepada pemeumisg

dan menjelaskan sebaik-baiknya penolakan oleh pleaas
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serta tawaran yang dapat diberikan perusahaan. gaeagne
polis yang tidak sepenuhnya menerima alasan pesolak
tersebut tetapi menerima ganti rugi secara kompronaka
mediator akan melakukan pendekatan kepada perusahaa
Apabila perusahaan setuju, maka kasus ditutup, napabila
perusahaan tidak setuju maka akan diajukan ke aingk
ajudikasi.Proses penyelesaian sengketa klaim @@mtganti
rugi atau manfaat) oleh BMAI dilakukan melalui mesiidan
ajudikast’. Upaya mediasi dilakukan dengan cara
memfasilitasi langkah-langkah perdamaian kepada pdrak
yang bersengketa tanpa harus memberikan penilaian a
putusan terhadap sengketa tersebut. BMAI juga mk&ak
pemeriksaan dan membuat putusan ajudikasi oleh lismaje
ajudikasi terhadap sengketa, apabila perdamaiak tetcapai.
Terhadap putusan ajudikasi tersebut tertanggungu ata
pemegang polis bebas untuk menerima atau menolak,
sebaliknya penanggung terikat akan putusan ajudéqeila

tertanggung atau pemegang polis menyatakan menerima

“Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa yang
dilaksanakan melalui lembaga peradilan, memilikswuutnmemaksa yang
dapat menyebabkan permusuhan antara para pihalham&kbelakang,
formal dan teknis, dipimpin oleh hakim yang berwspanemutus, serta
hasilnya berupa putusan yang mengikat. Proseskagidsangat bertolak
belakang dengan proses mediasi, sehingga sebagzada mediasi, BMAI
tidak dapat menggunakan proses ajudikasi dalamebesaian sengketa.
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putusan tersebut. Apabila penanggung tidak melaksam
putusan ajudikasi maka BMAI akan melaporkan penangg

ke pihak Departemen Keuangan, yang nantinya akan
memberikan sanksi kepada penanggung dari mulai ssank
teguran sampai penutupan usaha.

BMAI dalam menjalankan tugasnya juga memberikan

pelayan kepada masyarakat selaku konsumen asuyaitsi#®

a. Menampung masukan atau keluhan dari
tertanggung  dan berusaha  sebaik-baiknya
memberikan penjelasan tentang tugas dan tanggung
jawab BMAI,

b. Berusaha menjelaskan kepada tertanggung terkait
permasalahan yang dihadapinya hanya sejauh sudut
pandang ahli sesuai substansi masalah yang
dikemukakan tertanggung;

c. Berusaha untuk memberikan pengarahan kepada
tertanggung tentang langkah-langkah yang harus
dilakukan untuk menindaklanjuti penyelesaian

dengan perusahaan,;

“Bvww.aaui.orid/event.aspx., diakses pada tanggal 6 Juli 2013.
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d. Menginformasikan kepada perusahaan terkait
keluhan yang diterima dari tertanggung untuk dapat
ditanggapi sebagaimana mestinya.

Tahapan dan Prosedur penyelesaian sengketa

1. Tahap Mediasi

a. Pengajuan Mediasi
Setiap pemohon yang mengajukan sengketa ke
BMAI terlebih dahulu diwajibkan mengisi
formulir permohonan penyelesaian sengketa
untuk selanjutnya sebagai dasar dilakukan
investigasi terhadap sengketa. Permohonan
sengketa baru boleh diajukan setelah ada upaya
hukum internal atau paling lambat 30 hari setelah
pemohon mengajukan permasalahan kepada
termohon dan jawaban penolakan berbentuk
tertulis. Sengketa diajukan paling lambat 6 bulan
setelah dikeluarkan jawaban penolakan dari
termohon. Selanjutnya BMAI akan memberikan
jawaban dalam jangka waktu 3 hari setelah
formulir pendaftaran diterima.

b. Investigasi Sengketa

9 Hukum.kompasiana.com/.../prosedur mediasi/, daksada p
tanggal 12 Januari 2013.
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Setelah formulir permohonan penyelesaian
sengketa diterima, mediator akan memeriksa
kembali :
- Apakah sengketa yang diajukan telah memenuhi
syarat-syarat bersengketa di BMAI;
- Apakah  pemohon adalah yang boleh
bersengketa di BMAI;
- Apakah pemohon penyelesaian sengketa
disampaikan sesuai dengan jangka waktunya;
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, istilah
investigasi sebenarnya tidak dikenal dalam
PSA (Penyelesaian Sengketa
Alternatif).Investigasi  digunakan dalam
hukum acara pidana yang disama artikan
dengan penyelidikan.Penyelidikan adalah
kegiatan untuk memastikan apakah suatu
peristiwva atau kejadian termasuk dalam
kategori tindak pidana atau bukan, sehingga
istilah investigasi ini tidak tepat digunakan
dalam ranah PSA.

142|Zahry Vandawati, S.H.,M.H.



c. Musyawarah
Selama proses investigasi, mediator
diperkenankan melakukan upaya
penyelesaian sengketa sebagai lanjutan dari
proses penyelesaian intern anggota, Upaya
ini dilakukan sebelum para pihak melakukan
proses mediasi.

d. Penghentian Sengketa tanpa mediasi
Mediator dapat mengajukan permohonan
penghentian investigasi sengketa ketua
BMAI, jika :

- Mediator menganggap sengketa bersifat
melampaui batas kewajaran;

- Terdapat alasan-alasan memaksa yang
membuat sengketa tidak tepat untuk
ditangani BMAL.

Penghentian investigasi sengketa adalah
penghentian penanganan sengketa yang
dilakukan sebelum proses mediasi

dilaksanakan.
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Keputusan penghentian ini bersifat final

dan tidak dapat dipertanyakan oleh

pemohon dan anggota.

e. Mediasi

Tahap-tahap mediasi tidak disebutkan secara
rinci dalam peraturan BMAI, namun pasal
12 peraturan BMAI menyebautkan adanya
kerjasama para pihak, yang isinya
menyebutkan bahwa mediator harus
mendapat dukungan kerjasama sepenuhnya
dari anggota dan perwgakilan anggota dalam
melakukan investigasi. Mediator juga dapat
meminta anggota atau perwakilannya untuk
memberikan semua informasi  yang
berkaitan dengan pokok permasalahan
sengketa dan mediator mempunyai
kewenangan untuk meminta anggota dan
atau perwakilan dari anggota, bila dianggap
perlu untuk menghadiri wawancara untuk
keperluan membuat rekaman  suatu

pernyataan atas suatu hal ataupun dari
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anggota dan atau perwakilan anggota
tersebut.

Anggota akan memberikan kepada mediator
semua data, informasi, dan materi yang
relevan dengan suatu sengketa agar
memungkinkan  bagi mediator  untuk
melakukan upaya mediasi secara
menyeluruh, dan akan menghadiri atau
memastikan agar perwakilannya hadir dalam
wawancara yang diminta oleh mediator.
Anggota juga harus memenuhi dan
memastikan bahwa semua  pejabat,
perwakilan dan atau agen-agennya memnuhi
semua instruksi dan permintaan yang dibuat
oleh mediator BMAI, dan pejabat serta
pegawai BMAI yang berwenang.

Menurut penulis kerjasama dalam peraturan
BMAI lebih cenderung dilakukan secara
sukarela olen para pihak, khususnya
anggota.Keterikatannya dengan pihak BMAI
sebagai anggota menyebabkan adanya

kewajiban untuk mematuhi peraturan
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BMAI. Seharusnya mediasi dilaksanakan

dengan sukarela oleh para pihak dan

prosesnya ditentukan oleh para pihak

berdasarkan keputusan bersama

f. Hasil mediasi

- Kesepakatan
Apabila para pihak berhasil mencapai
kesepakatan dalam proses mediasi, maka
hasil mediasi dari BMAI tersebut akan
berbentuk catatan mediator yang berisi
semua persyaratan penyelesaian yang
dicapai oleh kedua belah pihak.

- Melanjutkan ke tingkat ajudikasi
Dalam proses mediasi apabila
kesepakatan tidak tercapai, maka
mediator dapat meminta kepada ketua
BMAI agar sengketa diajukan ke tingkat
ajudikasi.

g. Ajudikasi

Sengketa yang diajukan ke tingkat ajudikasi

BMAI adalah sengketa yang sudah

menempuh proses penyelesaian sengketa
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melalui mediasi BMAI dan belum mencapai

kesepakatan dan atau tidak mungkin lagi
dapat diselesaikan melalui proses mediasi.
Dalam hal pemohon menolak untuk

melanjutkan penyelesaian sengketa ke
tingkat ajudikasi, maka ajudikasi ini akan

diberhentikan dan pemohon dapat mencari
cara penyelesaian lainnya (melalui lembaga
arbitrase atau pengadilan negeri). Untuk
pihal anggota BMAI (perusahaan asuransi)
tidak dapat menolak penyelesaian sengketa
melalui ajudikasi, sekalipun anggota tidak

hadir dalam persidangan ajudikasi.

Mediator tidak akan melanjutkan
sengketa ke tingkat ajudikasi apabila
sengketa hanya melibatkan klaim atas
kerugian non-finacial dengan jumlah nilai
melebihi Rp.750.000.000,- untuk asuransi
umum dan jumlah  melebihi  Rp.

500.000.000,- untuk asuransi jiwa atau
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jaminan sosial® Para pihak waijib
menandatangani perjanjian ajudikasi
sebelum proses ajudikasi dilaksanakan,
sebagai kesepakatan anatara para pihak yang
bersengketa untuk mengikuti aturan-aturan
ajudikasi BMAI. Apabila anggota tidak
bersedia menandatangani perjanjian
ajudikasi, proses ajudikasi tetap
berlangsung.

Dalam proses ajudikasi, BMAI akan
membentuk panel ajudikator yang terdiri
dari 3 orang. Penunjukan panel ajudikator
tersebut harus diberitahukan kepada para
pihak selambat-lambatnya dalam jangka
waktu 21 hari. Ajudikator tersebut tidak
diperkenankan bertindak atas nama dan atau
untuk kepentingan salah satu pihak dalam
hal yang berhubungan dengan pokok
permasalahan ajudikasi. Anggota panel
ajudikator bukanlah seorang agen dari salah

satu pihak dan bukan pula sebagai karyawan

*Mediasuransi.wordpress.com/../badan_mediasi_asufatienes
ia-bmai/
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BMAI. Masing-masing anggota panel
memiliki hak suara, sehingga dalam
pengambilan  putusan ajudikasi akan
ditentukan berdasarkan suara terbanyak.
Proses ajudikasi dilakukan secara tertutup
dan rahasia, tidak ada catatan selain
keputusan akhit*

Apabila panel ajudikator telah membuat
suatu putusan dalam proses ajudikasi ini,
panel akan menuliskan dan menandatangani
dasar-dasar dari putusan tersebut.
Selanjutnya akan dilakukan siding dimana
salah seorang akan ditunjuk dari anggota
panel akan membacakan dasar-dasar dari
putusan para pihak. Terhadap putusan
ajudikasi tersebut, pemohon bebas untuk
menerima atau menolaknya. Apabila
pemohon menerima putusan tersebut,
anggota akan terikat oleh putusan yang
dimaksud dan para pihak harus

menandatangani perjanjian penyelesaian

Ybid.
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tertulis. Sebaliknya, apabila pemohon

menolak putusan yang dibuat oleh panel
ajudikator, maka penyelesaiannya sengketa
tidak dapat dicapai, dan kedua belah pihak
bebas untuk melakukan upaya hukum

lainnya atas hak masing-masing.

Kehadiran BMAI diharapkan pada akhirnya akan
memberikan kemudahan tersendiri bagi para pemepalig
asuransi. Diharapkan dengan adanya BMAI, masyatakak
akan ketakutan lagi untuk berasuransi karena metickap
gambaran ketakutan untuk sulitnya proses penyelegaim.

Kasus penolakan klaim oleh perusahaan asuransi
membuat perlindungan nasabah sebagai pihak konsumen
seperti terabaikan, khususnya untuk jenis asujavsiAlasan
penolakan biasanya karena penanggung menganggamasi
yang diberikan nasabah selaku tertanggung tidakasdengan
kenyetaan atau keterlambatan pembayaran premin siéla
berkaitan dengan keberadaan polis asuransi jiwg pansifat
individu.

Berkaitan dengan perlindungan konsumen, banyak
sekali konsumen asuransi yang kurang mengetahui

pengetahuan dan pemahaman tentang isi perjanjitamda
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dunia asuransi.Informasi yang tidak seimbang yadgpatkan

oleh  tertanggung dari penanggung melalui agen
asuransi.Seharusnya penanggung selaku pelaku usaha
mempunyai kewajiban untuk memberikan penjelasaorimdsi
yang selengkap-lengkapnya kepada tertanggung selaku
konsumen.Hak-hak tertanggung harus diberitahukaria se
dihormati oleh penanggung aelaku penanggung bukayah
kewajiban konsumen saja yang ditekankan. Apabilahad
tertanggung ditempatkan pada proporsi yang senyastian
seimbang tentunya tidak akan menyebabkan terjadinya
miskomunikasi, dan ketidakadilan. Oleh sebab itnapggung
selaku perusahaan asuransi yang bonafide dan bagus,
hendaknya selalu beritikad baik dan bertanggundyawa
terhadap semua tindakan yang dilakukan.Hal ini saru
dilakukan supaya citra perusahaan asuransi mesgudakin
mantap dan dipercaya oleh masyarakat sebagai lemjzag
menerima pengalihan risiko dari tertanggung kepada
penanggung. Apabila banyak kasus penolakan klaigh ol
perusahaan asuransi maka akan mengurangi kepencayaa
masyarakat pada dunia asuransi. Untuk itu BMAI
menjembatani antara tertanggung dengan penanggang y

bersengketa, yang akhirnya merundingkan dan mekgépa
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putusan serta menghormati dan melaksanakan hasil da
putusan tersebut.

Kehadiran BMAI sangat penting karena penyelesaian
melalui BMAI asas kerahasiaan lebih diutamakan, para
pihak yang bersengketa tidak banyak membuang wahiuk
melakukan serangkaian proses penyelesaian sengiettdui
jalur pengadilan. Jadi kehadiran BMAI adalah khusus
menangani sengketa di bidang asuransi, sedangkaiasne
pada BPSK lebih bersifat umum. Kelebihan lain yang
diberikan oleh BMAI adalah :

1. Berperkara melalui BMAI bebas biaya bagi

tertanggung;

2. BMAI bersifat independen, sehingga tidak memiliki
hak untuk emaksa para pihak yang bersengketa;

3. Waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan
sengketa relatif lebih cepat dibandingkan dengan
proses litigasi karena prosedurnya sederhana;

4. BMAI dapat menjaga relationship karena adanya
jaminan kerahasiaan putusan

5. Tertanggung dari daerah manapun dapat

mengirimkan pengaduan melalui telepon, surat,
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faks, ataupun email ke BMAI yang berkedudukan di
Jakarta;
6. Apabila para pihak belum puas atas putusan mediasi
maka dapat melanjutkan ke pengadilan.
Kelemahan dari BMAI adalah :

1. BMAI hanya menyelesaikan sengketa yang terkait
dengan anggota BMAI saja, sehingga sangat merugikan
konsumen yang perusahaan asuransinya bukan anggota
BMAIL. Anggota BMAI saat ini sebanyak 150
perusahaan asuransi, 88 perusahaan asuransi urhum, 4
perusahaan asuransi jiwa, 4 perusahaan asuransi
jaminan sosial dan 4 perusahaan reasuransi.

2. Perusahaan asuransi yang terikat pada putusan
diwajibkan membayar dana guna membiayai
operasional lembaga tersebut. Hal ini dapat saja
membuka peluang bagi perusahaan asuransi yang
merasa memiliki BMAI dan BMAI ada dipihaknya,
sehingga sangat merugikan dan independensinya juga

dipertanyakari}

> www.seputar-indonesia.com.,Zenal Muttagi&msus Sengketa
Asuransi Naildiakses tanggal 9 Juni 2013.

> www. Hukumonline.comAnonim Perusahaan Asuransi Waijib
menjadi Anggota Badan Mediasiiakses 9 Juni 2013.
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Kehadiran BMAI pada akhirnya diharapkan akan
memberikan kemudahan tersendiri bagi para pemepgalis
asuransi dan perusahaan asuransi. Selain itu, nakayaidak
asing lagi dengan produk asuransi dan dapat memgkian
ketakutan akan sulitnya menyelesaikan perkara Kigéamg
ditolak perusahaan asuransi. Menjadi harapan bgkar
BMAI benar-benar dapat berperan dengan sangat ifefekt
sehingga masyarakat diberikan alternatif pilihanyeéesaian
khusus secara mediasi guna menyelesaikan sengkstiadg
asuransi di luar pengadilan.

Secara sekilas dapat dikatakan bahwa keberadaan
BMAI sepanjang independensinya dapat terjaga, maka
keberadaannya akan cukup efektif untuk mengakomodir
kepentingan para pihak. Tentu dengan berbagai ikeleldan
kelemahan yang dimilikinya, mengingat usia BMAI gan
relatif masih muda. Dalam menjalankan fungsinya, ABM
harus senantiasa didukung oleh tersedianya medvetdrator
dan ajudikator-ajudokator handal (berkompeten) tetul-
betul independen dalam menjalankan tugas. BMAI juga
memerlukan alternatif sumber dana untuk operasiyaal
sehingga independensi lembaga penyelesaian seragketnsi
tersebut dapat dijaga. Pengawasan terhadap peamsaha
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asuransi pun perlu ditingkatkan, karena masih Hanya
perusahaan asuransi yang kurang memperhatikan tkegeam
konsumen asuransi (tertanggung).Disamping itu, upeula
dilakukannya upaya pendidikan dan pemberdayaanukoers
asuransi agar konsumen asuransi mengetahui hak dan

kewajibannya.

4.3. Penyelesaian melalui Arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan
pilihan lain yang dapat dilakukan oleh tertanggufdhitrase
ada 2 (dua) yaitu arbitrase Ad Hoc dan Arbitrasgtitnsi
contohnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
Arbitrase ad hoc merupakan arbitrase yang sifateyaentara
dan dibentuk oleh para pihak yang bersengketa gkdan
arbitrase institusi memang merupakan badan arbityasng
mempunyai jasa khusus untuk penyelesaian sengldtia
BANI. BANI mempunyai list dari arbiter-arbiter yardppat
ditunjuk oleh siapa saja dan juga mempunyai Peatur
Prosedur Arbitrase (Rules of Arbitral Procedure).

Baik arbitrase ad hoc maupun BANI kedua-duanya
mengacu kepada Undang-Undang No. 30 tahun 199@ngnt
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.ud2urt
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arbitrase bersifat final dan mengikat para pihaka(f and
binding), dan agar putusan arbitrase mempunyai &eku
eksekutorial maka putusan tersebut dalam jangkauwa®
(tiga puluh) hari setelah dibacakan harus segelatdrkan
ke Pengadilan Negeri.

Penyelesaian melalui arbitrase dilaksanakan berdasa
kesepakatan para pihak dan kesepakatan itu ditaardgdam
suatu perjanjian.lsi dari perjanjian tersebut du&kesepakatan
para pihak untuk menggunakan arbitrase apabilaadierj
sengketa di antara mereka.Perjanjian ini dibuatelsab
timbulnya sengketa dan apabila perjanjian dibuatik&e
timbulnya sengketa maka perjanjian untuk menyetesai
sengketa melalui arbitrase tetap harus dibuat aeteatulis
dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengyethila
para pihak tidak dapat menandatangani, maka penjaharus
dibuat dalam bentuk akta notaris. Tentu saja haljalas
berbeda dengan pembuatan perjanjian kesepakatark unt
penyelesaian sengketa melalui proses ajudikasi Bilitdana
pembuatan perjanjian kesepakatan merupakan kewdpagi
para pihak untuk membuat perjanjian kesepakataelw®b

dimulainya ajudikasi BMAI. Perjanjian penyelesasangketa
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melalaui arbitrase seharusnya adalah kehendak phedk,
bukan merupakan keterpaksaan atau kewajiban.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak
membatasi sengketa yang ditanganinya. Hal ini sm@tu
berbeda dengan ajudikasi BMAI yang bertentangargalen
asasequality before the laWsetiap orang berkedudukan sama
di depan hukum).

Dalam arbitrase penunjukan arbiter diusulkan oleh
para pihak.Masing-masing pihak mengusulkan arbiésgan
jumlah ganjil.Penunjukan 2 orang arbiter oleh ppraak
memberikan kewenangan bagi 2 orang arbiter untukihie
dan menunjuk arbiter ketiga.Arbiter ketiga ini dekas
menjadi ketua majelis arbitrase.Semua pemeriksaagksta
melalui arbitrase dilakukan secara tertulis dan grédeeaan
lisan hanya dilakukan apabila ada persetujuanpdag pihak
atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis erbial ini
tentu sangat berbeda sekali dengan pelaksanaqgasespro
ajudikasi, dimana proses tersebut tidak ada catatan
keputusan tertulis yang dikeluarkan.

Perjanjian penyelesaian sengketa melalui arbitrase
yang telah ditandatangani para pihak, meniadak&nblagi
para pihak untuk mengajukan sengketa yang sama ke
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pengadilan negeri. Pengadilan negeri atas seng&etabut
wajib menolak dan tidak ikut campur dalam penyetesa/a.

Hal ini tentu saja berbeda dengan proses ajudielgil yang
memperbolehkan para pihak mencari upaya penyefesaia
sengketa di luar ajudikasi BMAI, sehingga para kibaleh
melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui pgeéaga

negeri.

1.4. Penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen
Tertanggung dalam perjanjian asuransi merupakan
konsumen dalam perjanjian asuransi yang dilakukbeh o
penanggung selaku pelaku usaha. Tertanggung seésabah
pemegang polis asuransi seakan hanya bisa bermsamngan
mengandalkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 199@rgnt
Perlindungan Konsumen. Kasus gagal bayar produka@asiu
berbasis investasi dengan nama Diamond Invest& mili
Asuransi Jiwa Bakrie (Bakrie Life) yang hingga kinelum
juga selesai bisa menjadi pelajaran berharga. Masih
nasabah yang bersengketa dengan manajemen asigagan
nilai sengketa diatas Rp500 juta, batasan nilagyaerupakan
wewenang BMAIl.Lagi pula, di kasus Bakrie Life, juahl
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nasabah yang begitu banyak tidak bisa diselesasicmara
perdata dan seefektif bila hanya menyangkut duakpétau
sedikit pihak. Data per September 2011 memperldmapemi
yang dikumpulkan industri asuransi mencapai ny&je.00
triliun dengan Rp 67 triliun berasal dari polis @ssi jiwa
(tidak termasuk Jamsostek dan yang lainfSMiai yang tidak
sedikit tentunya.

Untuk itu dengan banyaknya kasus yang terjadi di
Indonesia, tertanggung sebagai pemegang polis yagg

selaku konsumen asuransi harus mendapatkan perjadu

Ada 4 (empat) alasan pokok mengapa konsumen harus

dilindungi, diantaranya adalah
1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi

seluruh bangsa sebagaimana yang diamanatkan ¢leim tu

pembangunan nasional menurut Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945.
2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan
konsumen dari dampak negative penggunaan teknologi.

3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manus

manusia yang dehat rohani dan jasmani sebagi pelaku

** Indonesiacompanynews.wordpress.com/2012/page/tiBikses
pada tanggal 20 Januari 2013.

*Gunawan Widjaya dan Ahmad Yahiukum Perlindungan
KonsumenGramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 1.
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pelaku pembangunan, yang berarti juga untuk menjaga
kesinambungan pembangunan nasional.
4. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumthana

pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen

Tertanggung selaku konsumen merupakan posisi yang
lemah dengan adanya pasal 251 KUHD yang cenderung
menjadi korban dengan adanya pasal tersebut yaadikdin
tameng bagi penanggung selaku pelaku usaha.Denigayaa
perlindungan konsumen asuransi, maka diharapkatakan
penanggung selaku pelaku usaha yang merugikan t@msu
bisa ditiadakan. Tujuan yang diinginkan agar teascap
perlindungan konsumen dimuat dalam pasal 3 Undaraghg
perlindungan Konsumen, yaitu :

1. Meningkatkan  kesadaran, kemampuan dan
kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan
cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakai
barang atau jasa.

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam
memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya

sebagai konsumen.
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4. Menciptakan system perlindungan yang
mengandung unsur kepastian hukum dan
keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan informasi.

5. Menimbulkan kesadaran pelaku usaha mengenai
pentingnya perlindungan konsumen sehingga
tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab
dalam berusaha.

6. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang
menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/
atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan dan

keselamatan.

Jelas sekali menurut penulis pasal 3 dalam Undang-
Undang Perlindungan konsumen tersebut mengatunayayn
dalam prakteknya banyak sekali pelanggaran yarakukBan
oleh pelaku usaha selaku penanggung dalam penanjia
asuransi.Penanggung selaku pelaku wusaha cenderung
melecehkan hak-hak konsumen yang telah disebutkéamd
tulisan sebelumnya, serta memanfaatkan kelemahasukoen
tanpa harus mendapatkan sanksi hukum. Lemahnyasi posi

konsumen asuransi dengan adanya perangkat hukumg yan
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malah membuat celah bagi penanggung selaku pels&iau
untuk tidak membayar klaim asuransi .Seolah-olaalpgang
ada dalam undang-undang perlindungan konsumen merek
abaikan.

Apabila dikaitkan hubungan hukum antara tertanggung
selaku konsumen dan penanggung selaku pelaku usethka,
terdapat prinsip perlindungan konsumen yang didadar
doktrin dan teori teori perlindungan konsumen, it

1. Let the buyer beware

Doktri ini merupakan embrio dari lahirnya sengketa
dibidang transaksi konsumen.Asas ini mengatakan
pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang
sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi
apapun bagi konsumen. Tentu saja dalam
perkembangannnya konsumen tidak mendapat akses
informasi yang sama terhadap barang dan jasa yang
dipakainya. Hal ini tentu saja bertentangan sekali
apabila dikaitkan dengan hak konsumen yang
berhak mendapatkan informasi yang sejelas-

jelasnya.

% Sidharta,Hukum Perlindungan Konsumen Indones&asindo,
Jakarta, 2000, 16
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2. Let due care theory
Doktri ini menyetakan bahwa pelaku usaha
mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam
memasarkan produk, baik, barang maupun
jasa.Selama berhati-hati dengan produknya tidak
dapat dipersalahkan.Apabila secaeacontrario
mempermasalahkan pihak pelaku usaha maka
konsumen tersebut harus membuktikan pelaku
usaha tersebut melanggar prinsip kehati-hatian.

3. The privity of contract
Prinsip ini menyatakan bahwa pelaku usaha
mempunyai kewajiban untuk melindungi, tetapi
dalam hal ini baru dapat dilakukan jika diantara
pelaku usaha dan konsumen sudah terjalin suatu
kontak.Pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan
terhadap hal-hal yang tidak diperjanjikan.Artinya
konsumen boleh menggugat berdasarkan
wanprestasi  (contractual liability) Ditengah
minimnya peraturan perundang-undangan di bidang
konsumen, sangat sulit konsumen untuk menggugat
berdasarkan perbuatan melawan huk(iortuous
liability).
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4. Perjanjian bukan syarat

Seiring dengan bertambah kompleksnya transaksi

konsumen, prinsiprivity of contracttidak mungkin

lagi dipertahankan secara mutlak untuk mengatur

hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.

Hubungan hukum antara pelaku usaha dan
konsumen ada 2 doktri yaitu doktricaveat emptoryang
kemudian berkembang menjadi doktriraveat venditot’
Doktrin caveat emptodisebutjuga let the buyer bewaratau
pembeli harus melindungi dirinya sendiri yang meakgn
dasar lahirnya sengketa dibidang transaksi konsurfang
kemudian terjadi perubahan paradikma menjadiveat
venditor yaitu suatu prinsip yang merubah kesadaran pelaku
usaha untuk melindungi konsum#n.

Undang-undang perlindungan konsumen berusaha
yang menempatkan posisi yang seimbang antara kamsdan
pelaku usaha, sebaiknya konsumen dan pelaku usaha
memahami dan menghormati hak dan kewajiban masing-

masing sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

*” |brahim, Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas

Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Barlktomo, Bandung,
2003, hal. 132.
%% Ibid.
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Berkaitan dengan penyelesaian sengketa klaim asuran

Pasal 23 Undang Undang Perlindungan Konsumen npiagta

bahwa apabila pelaku usaha menolak atau tidak nrédtahe

tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atagitan
konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk merajgug
pelaku usaha dan menyelesaikan perselisihan yanbuli
melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atagad
cara mengajukan gugatan ke badan peradilan. Dengan
demikian penyelesaian sengketa klaim asuransi dapat
dilakukan melalui peradilan dan di luar peradilan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada 2
(dua) hal pokok yang menjadi bahasan mengenai Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa melalui BPSK bukanlahusuat
keharusan untuk ditempuh oleh konsumen, namun
demikian putusan BPSK memiliki suatu daya hukumgyan
cukup untuk memberikashock therapyagi pelaku usaha
yang nakal, karena putusan tersebut dapat dijadksati

permulaan bagi penyidik.
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2. Undang-Undang membedakan jenis gugatan yang dapat
diajukan ke BPSK bedasark@ersona standi in judicrS.
Dalam pasal 46 ayat (1) dinyatakan bahwa setiamtgag
atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli weamg
bersangkutan;

b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan
yang sama;

c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
yang memenuhi syarat menurut Undang-Undang;

d. Pemerintah atau instansi terkait;
Pada dasarnya Undang-Undang ini tidak menutup

kemungkinan untuk dilakukannya penyelesaian sedaraai

oleh para pihak yang bersengketa. Pada umumnya daap

tahap proses penyelesaian sengketa selalu diupayakak

menyelesaikan secara damai antara pihak yang Iggetan
penyelesaian secara damai disini yaitu yang dilakuk
langsung pihak-pihak yang bersengketa tanpa meBRS8K

atau Pengadilan .

* Yusuf Shofie dan Somi AwanSosok Peradilan Konsumen
Mengungkap Berbagai Persoalan Mendasar BP$#tamedia, Jakarta,
2004, h. 17.
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Dalam Pasal 52 UUPK, diuraikan tentang tugas dan

wewenang BPSK yang meliputi:

1.

Melakukan penanganan dan penyelesaian sengketa
konsumen melalui mediasi atau arbitrase atau
konsiliasi;

Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman

klausula baku;

Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi
pelanggaran Undang-Undang;

Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak
tertulis dari konsumen tentang adanya pelanggaran;
Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa
perlindungan konsumen;

Memanggil pelaku usaha yang diduga melakukan
pelanggaran;

Memanggil saksi, saksi ahli, dan atau setiap orang
yang dianggap mengetahui adanya pelanggaran;
Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan
pelaku usaha, saksi, saksi ahli, dan setiap orang y
mengetahui adanya pelanggaran, yang tidak bersedia

memenuhi panggilan BPSK;
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10.Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat,
dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikaru ata
pemeriksaan;

11.Memutuskan dan mentapkan ada atau tidaknya
kerugian di pihak konsumen;

12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang
melakukan pelanggaran;

13.Menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku

usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang.

Tugas dan wewenang BPSK semata-mata tidak difokuska

hanya pada proses penyelesaian sengketa yangdiedaskan

melalui BPSK namun bisa lebih luas lagi, hamun paku

kasusnya sangat umum tidak hanya untuk asuransi.

Dalam pasal 54 (3) Undang Undang Perlindungan

Konsumen menyatakan bahwa putusan yang dijatuhlen o

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat ¢iaal

mengikat.Walaupun demikian, para pihak yang tidatujs

atas putusan tersebut dapat mengajukan keberataad&e

Pengadilan Negeri untuk diputfis.

0 Gunawan Widjaja dan Ahmad Ya@p.Cit, h. 79
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Pada prinsipnya hubungan hukum antara konsumen dan
pelaku usaha termasuk hubungan hukum antara pemegan
polis sebagai tertanggung dan perusahaan asurebaga
penanggung adalah hubungan hukum keperdataan.Hal in
berarti setiap perselisihan yang menerbitkan karugiarus
diselesaikan secara perdata.Namun Undang Undang
Perlindungan Konsumen juga mengenakan sanksi pigzgia
pelanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen.ial i
dipertegas dengan rumusan Pasal 45 ayat (3) yang
menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luaagiag
tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaman
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.Berdasarkan Pasal 62 dan Pasal 63 UU &enlgan
Konsumen.Perusahaan asuransi sebagai pelaku uspha d
dikenakan sanksi pidana pokok dan sanksi pidanaaham.
Sanksi pidana pokok adalah sanksi yang dapat dik@ndan
dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksamebwmum
terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran :

a. Pasal 8, yaitu barang dan jasa yang tidak
memenuhi standar;
b. Pasal 9 dan Pasal 10 mengenai informasi yang

tidak benar
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c. Pasal 15 mengenai penawaran secara paksaan;
d. Pasal 17 Ayat (1) mengenai informasi yang
menyesatkan,;

e. Pasal 18 pencantuman klausul baku.

Sanksi yang dikenakan adalah pidana penjara paling
lama lima tahun atau pidana denda sebanyak Rp
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Sanksi pidmabahan
dapat dijatuhkan berupa perampasan barang
tertentu,pengumuman putusan hakim, pembayaran gagifi
perintah penghentian kegiatan tertentu yang meirbkeaioa
timbulnya kerugian konsumen, pencabutan izin usaha.

Undang Undang Perlindungan Konsumen mengatur lebih
spesifik dan lebih lengkap tentang perlindungan ibag
pemegang polis sebagai tertanggung sebagai konsumen
tertutama tentang penyelesaian sengketa antaragpemeolis
dengan perusahaan asura@sina memberikan perlindungan
kepada tertanggung selaku konsumen asuransi jinakam
disarankan kepada pemerintah agar pemakaian panan]
dalam polis asuransi jiwa hendaknya memuat hak dan
kewajiban yang seimbang antara tertanggung dampggnag
selaku pelaku usaha.Sehingga tertanggung tidaku se¢dam

posisi yang dirugikan apabila terjadi masalah dikéian
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hari.Pemerintah diharapkan melakukan pengawasaadap
perusahaan asuransi jiwa, agar tertanggung asujavei

terlindungi dari tekanan pelaku usaha.
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